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Proses pencatatan perkawinan masuk dalam ranah kajian fikih modern dan 
merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum islam yang dalam 
pelaksananaannya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan 
perkawinannya sesuai ketentuan yang berlaku karena berbagai faktor. Salah 
satunya kurang tegasnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur 
pencatatan perkawinan serta pandangan kebanyakan masyarakat yang menganggap 
pencatatan perkawinan tidak begitu penting karena sifatnya hanya sebatas 
administratif belaka dan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu 
perkawinan karena dianggap bukan merupakan bagian dari hukum islam itu sendiri. 
Untuk itu fokus kajian dari penelitian ini akan diarahkan pada : pertama, 
bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?. Kedua, bagaimana tinjauan 
konsep maqāṣid al-sharī’ah terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang kemudian akan 
dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berupaya 
memaparkan dengan jelas bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia tentang pencatatan perkawinan dilihat dari kacamata fiqh 
perkawinan yang dalam hal ini melibatkan konsep maqāṣid al-sharī’ah sebagai 
basis epistemologisnya. 
Hasil dari penelitian adalah pertama Pencatatan perkawinan diatur dalam 
beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesekian peraturan yang 
ada tidak ditemukan sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera kepada 
pelaku yang tidak melakukan pencatatan perkawinan. Sehingga ke depan 
diharapkan adanya regulasi baru berupa hukum pidana semacam ta’zir yang dapat 
memberikan efek jera terhadap pelaku yang tidak melakukan pencatatan 
perkawinan. Kedua, Tujuan pencatatan perkawinan adalah dalam rangka 
mewujudkan ketertiban perkawinan yang tentu saja sejalan dengan tujuan maqāṣid 
al-sharī’ah serta mengandung aspek maslahah yang besar (daruriy), yaitu dapat 
melindungi dan memelihara kemaslahatan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), 
akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pencatatan 
perkawinan bisa diintegralkan sebagai saksi perkawinan dalam hal ini saksi tertulis 
(akta) yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah terjadinya proses 
perkawinan. Sehingga proses perkawinan yang mengabaikan proses pencatatan 
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The process of marriage registration is included to modern fiqih studies and 
one form of renewal of islamic law where most of societies didn’t register their 
marriages based on the current arrangment law because of many factors. One of 
them is because of the less stringentness of legislation in regulating and monitoring 
of marriage registration. On the other side, most of society think that the marriage 
registration is not necessary which it just has administrative formalities where it has 
no correlatin whether a marriage is valid or not. 
 
For those reasons, the focus of this study will be directled strightly to: first, 
how is the status of marriage registration in the provisions laws in Indonesia? 
Second, what is the review of the maqāṣid al-sharī’ah concept towards the 
implementation of marriage records in the provisions laws in Indonesia?. 
 
Type of this research is literature research which will be elaborated using 
descriptive analytical methods. This study will give bright explaination clearly how 
the provisions of indonesian laws regarding marriage registration based on fiqih 
perspective which involves the concept of maqāṣid al-sharī’ah as the 
epistemological concept. 
 
The results of this study are: First, marriage registration is regulated in 
several statutory provisions. The strict sanction are not mention on the existing of 
regulation to provide a deterrent effect for many cases. Therefore, it is expected that 
new regulations will be created in the future in the form of criminal law such as 
ta'zir which can provide a deterrent effect for perpetrators who do not register 
marriages registration. Second, the purpose of marriage registration is to realize 
marital order which is of course in line with the aim of maqāṣid al-sharī’ah where 
on the other hand contains large aspects of maslahah (daruriy), which can protect 
and maintain the benefit of religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), intellectual 
(hifz al-'aql), descendant (hifz an-nasl), and wealth (hifz al-mal). The marriage 
registration can be interpreted as witnesses for marriage event as written witnesses 
(deeds) where it will be an authentic proof of a marriage process. So, the marriage 









مكانة التسجيل للزواج طبق القانون بإندونيسيا في ضوء مقاصد . 2019ى. محمد حنيف لطف 
. رسالة الماجستير. شعبة األحوال الشخصية بقسم الدراسات العليا بالجامعة الشريعة
اإلسالمية الحكومية بحمبر. المشرف األول: األستاذ الدكتور محمد نور حارس الدين، 
 حاق، الماجستير.الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور إس
 
 الكلمات الرئيسية: التسجيل للزواج، القوانين، مقاصد الشريعة.
 
تجدر اإلشارة إلى أن التسجيل للزواج عبارة عن تجديد في بعض األحكام اإلسالمية 
حيث إن ذلك يندرج في ضمن الفقه اإلسالمي المعاصر. ويقول الواقع بأن كثيرا من الناس لم 
غا لعوامل عديدة. منها ضعف القوانين بإندونيسيا بخصوص أمر التسجيل يعتنوا به اعتناء بال
للزواج باإلضافة إلى أن المجتمع رأوا أن التسجيل ليس أمرا ضروريا بل هو أمر إداري 
 محض وال يتعلق بصحة العقد وهو أمر خارج عن حكم الزواج نفسه.
 
سجيل للزواج طبق واشتمل هذا البحث على سؤالين مهمين: أوال، كيف مكانة الت
القانون بإندونيسيا؟. ثانيا، كيف تطبيق التسجيل للزواج طبق القانون بإندونيسيا وفق مفهوم 
 مقاصد الشريعة؟.
 
وأما نوع البحث فهو بحث مكتبي. واستخدم المدخل الوصف التحليلي من أجل تفسير 
جيل للزواج في ضوء البيانات. ووصف البحث بوضوح إجراء القوانين بإندونيسيا في أمر التس
 مقاصد الشريعة بخصوص فقه النكاح.
 
أن القوانين التي تنظم أمر التجيل للزواج بإندونيسيا موجودة  أوال،وعلم من البحث 
ولكن لم يكن على من أهملها أي عقاب أو تعزير شديد يزجره. من ذاك المنطلق فإن المرجو 
أن الهدف األسمى ثانيا، تسجيل للزواج وعلى األقل هو أن يكون تعيزير على من أهمل أمر ال
للتسجيل هو أن ينتظم أمر الزواج حتى يتماشى مع مقاصد الشريعة المشتملة على أربعة 
عناصر مهمة من حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. ومن الممكن أن يكون هذا 
ين مع التسجيل ويبطل التسجيل بمثابة الشاهد في صحة العقد أي يصح العقد بحضور الشاهد
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A. Konteks Penelitian 
Perkawinan adalah satu-satunya sistem yang telah disyari’atkan oleh 
Allah Swt sebagai sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya dalam rangka 
menjaga keberlangsungan hidup manusia dan membangun rumah tangga di 
dunia.1 Melalui suatu ikatan perkawinan yang sah (legal), hubungan intim 
antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal.  
Dalam agama islam perkawinan dilaksanakan guna untuk memenuhi 
perintah Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan tidak hanya 
bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup, melainkan juga untuk 
mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi.2 Islam menempatkan 
perkawinan pada tempat yang paling sakral, inilah yang menjadikan ikatan 
perkawinan sangat berbeda dengan segala bentuk ikatan lainnya. 
Perkawinan atau dalam agama Islam dikenal juga dengan istilah 
pernikahan adalah ikatan atau sebuah akad yang sangat kuat (mîthaqan 
ghalîzân)3 antara laki-laki dan perempuan.4 Perkawinan tidak hanya sebagai 
kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai perbuatan yang bernilai 
ibadah.5 Kesadaran terhadap makna ini, memberikan kontribusi yang besar 
 
1 Lihat surat Ar-Rum ayat 21. Ketentuan dalam ayat ini jelas menyatakan bahwa Allah Swt 
menciptakan dua pasangan dalam bentuk yang sesuai satu sama lain. Juga untuk memenuhi 
kebutuhan fitrah manusia, yaitu kejiwaan, rasio, fisik, sehingga keduanya menemukan rasa tenang, 
damai, tentram, saling melengkapi serta cinta dan kasing sayang. 
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2006), 48. 
3 QS An-Nisa Ayat 21. 
4 Djamaan Nur, Fikih Munakahat, (Semarang: CV. Thoha Putra Semarang, 1993) Cet Ke-1, 5. 





dalam mewujudkan hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan 
syariat islam. Oleh karena itu, prosedur-prosedur pelaksanaan akad nikah baik 
yang berdasarkan ketentuan dalam hukum islam maupun ketentuan resmi 
yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia harus diperhatikan 
betul oleh seorang pasangan suami istri yang akan melangsungkan 
perkawinan. 
Prosedur atau ketentuan mengenai perkawinan bagi masyarakat 
muslim di Indonesia telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian setelah itu 
diberlakukan juga aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 9 Tahun 1975. Selain dua peraturan diatas, peraturan yang membahas 
secara khusus mengenai perkawinan di Indonesia tersebar dalam berbagai 
aturan tertulis lainnya. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai peraturan perundang-
undangan dan keputusan negara lainnya. 
Salah satu hal yang kiranya menarik untuk dikaji ulang dalam 
peraturan tentang perkawinan ini adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana di 
dalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu 
masih dalam pasal yang sama dimana Ayat (2) dinyatakan: Tiap-tiap 




Pasal ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena, dari pasal 2 ayat 1 
tanpa melibatkan ayat 2 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 
sah tidaknya sebuah perkawinan apabila dilakukan menurut hukum 
agama dan kepercayaan seseorang. Dari sinilah awal mula yang menjadi 
pijakan hukum bagi pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan sirri.6  
Akan tetapi jika dipahami secara bersamaan dengan ayat 2, maka 
setiap terjadinya perkawinan haruslah dicatatkan pada petugas pencatat nikah. 
Dari pencatatan ini dapat menjadi sebuah alat bukti telah terjadi proses 
perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya alat bukti 
pencatatan, peristiwa perkawinannya tidak dapat dibuktikan. Hal ini sesuai 
dengan pasal 7 ayat (1) Intukrsi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: Perkawinan hanya dapat dibuktikan 
dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. 
Namun demikian, walaupun ketentuan Undang-Undang tentang 
pernikahan telah diundangkan sejak 02 Januari 1974 dan mulai diberlakukan 
efektif sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 
pada tanggal 01 April 1975, hingga saat ini ketentuan tentang pencatatan 
perkawinan masih banyak menimbulkan persoalan. Fenomena yang muncul di 
masyarakat masih terjadi dikotomi terhadap apa yang dipahami sebagai syarat 
sahnya perkawinan. Pemahaman yang muncul di masyarakat muslim di 
Indonesi masih mendua, maksudnya masih ada orang yang mempertanyakan 
 
6 Nikah sirri yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang dalam pelaksanaannya telah 
memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Namun 
tanpa mendaftarkan diri ke KUA atau tanpa melakukan pencatatan resmi di instansi yang 
berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, lihat dalam M Asrorun Ni’am Sholeh, 




apakah suatu perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dari sisi agama di 
katakan tidak sah. Kebanyakan masyarakat memahami apabila semua rukun 
dan syarat perkawinan sebagaimana dalam hukum islam terpenuhi maka suatu 
perkawinan tersrbut di anggap sah.7 
Dampak dari pemahaman seperti di atas, perkawinan di bawah tangan 
atau kawin sirri pun tumbuh subur. Apalagi jika perkawinan itu dilakukan 
untuk yang kedua dan atau ketiga kalinya. Kecenderungan untuk menikah 
secara sirri atau kawin di bawah tangan sangat kuat sekali. Keadaan demikian 
sudah barang tentu dapat mengabaikan proses-proses hukum yang akan terjadi 
berikutnya serta merusak hak-hak hukum anak yang dihasilkannya kemudian. 
Tanpa melakukan pencatatan perkawinan (Akta Nikah) berarti tidak 
adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga bisa saja 
seorang suami dapat dengan seenaknya mengabaikan hal-hal yang seharusya 
menjadi hak dari istri dan anak-anaknya. Terutama dalam hal yang 
berhubungan dengan keperdataan. Hal ini seharusnya menjadi alasan bagi 
pihak perempuan agar supaya tidak menikah secara sirri atau menikah di 
bawah tangan atau dinikahi tanpa menggunakan akta nikah dengan mengingat 
banyaknya resiko yang akan muncul dari perkawinannya tersebut. Jika kelak 
terjadi masalah dalam suatu perkawinannya, maka akan sangat sulit bagi istri 
dan anak-anaknya untuk menuntut hak-haknya, misalnya hak nafkah untuk 
istri dan anaknya, hak tunjangan, hak waris, dan hak istri atas harta gono-gini, 
serta sejumlah hak-hak lainnya.  
 





Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan perkwinan 
dikenal dengan istilah nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Nikah semacam 
ini tentu saja tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak adanya 
surat akta nikah sebagai bukti otentik pernah terjadi proses perkawinan.8 
Nikah sirri sah menurut agama, tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh 
peraturan perundang-undangan. Jika selama masa nikah sirri lahir seorang 
anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya saja. Atau dengan 
kata lain anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatakan tersebut 
tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak diakui jika timbul masalah perdata). 
Fenomena nikah sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, 
baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh 
kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas, dari 
masyarakat biasa, para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya 
sering disebut sebagai istri simpanan. 
Sampai saat ini tidak ada data yang akurat yang menunjukkan besarnya 
angka pelaku nikah sirri di Indonesia. Hal ini dikarenakan para pelaku nikah 
sirri melaksanakan perkawinan memang tidak untuk diketahui oleh banyak 
orang. Perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau ditutup-tutupi sangat 
rawan munculnya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan 
bermasyarakat, walhasil kemudharatan jauh lebih tampak daripada 
kemaslahatannya. 
 
8Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: 




Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia 
untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama 
Indonesia ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang meyakini bahwa 
pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi 
rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan 
secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila 
telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu 
dilakukan diluar pengadilan.9 Akibat kenyataan tersebut, maka timbul 
semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan 
sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum 
resmi negara atau tidak diakui negara. 
Dalam beberapa dekade terakhir, di berbagai negara-negara dengan 
mayoritas penduduk muslim terdapat kewajiban melakukan pencatatan 
perkawinan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku di 
masing-masing negaranya. Diantara negara-negara islam yang memiliki 
perundang-undangan perkawinan muslim yang secara jelas membahas 
permasalahn pencatatan perkawinan antara lain Indonesia, Libya, Yordania, 
Libanon, Malaysia, Syiria, Pakistan, Mesir, Iran, Yaman, Brunei, dan 
Singapura.10 
Secara umum, undang-undang perkawinan muslim kontemporer di 
beberapa negara islam mengharuskan pencatatan perkawinan. Walaupun tidak 
 
9 Burhanuddin, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri, (Yogyakarta 
MedPress Digital, 2012), 18. 





sampai di kategorikan rukun nikah, tetapi keberadaannya dianggap sangat 
penting untuk pembuktian perkawinan yang sah yang telah dilakukan oleh 
seseorang. Melalui sistem pencatatan perkawinan, selain dari perkawinannya 
menjadi tercatat (terdokumentasikan), surat-surat yang berkaitan dengan 
perkawinannya itu harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan 
pembuktian jika sewaktu-waktu timbul keraguan atau masalah di kemudian 
hari.11 
Dengan memahami pentingnya pencatatan perkawinan, maka problem 
klasik yang selalu aktual untuk dikaji adalah apakah pencatatan perkawinan 
merupakan bagian dari syarat dan rukun perkawinan. Di dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ataupun Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kesemuanya Undang-Undang tersebut 
mengharuskan adanya pencatatan di tiap-tiap proses perkawinan.  
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap proses perkawinan haruslah dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini termasuk 
pasal inti dan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dimana 
dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan 
sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Di 
samping itu, pelaksanaan perkawinan tersebut harus dicatat sesuai dengan 
 




prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan ini menjadi penting mengingat pencatatan ini dimaksudkan demi 
ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.12 
Atas dasar itu, menambahkan pencatatan sebagai rukun perkawinan 
adalah sesuatu yang dimungkinkan. Sehingga interpretasi terhadap Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak 
dapat dipisahkan begitu saja karena keduanya saling terkait satu sama lain. 
Karena menurut hukum perkawinan di Indoneisa, perkawinan baru dikatakan 
sah apabila memenuhi dua unsur, yakni proses pelaksanaan perkawinan harus 
dilakukan menurut agama dan kepercayaan pengantin serta harus dicatat 
sebagaimana prosedur yang berlaku. 
Untuk itu perlu kiranya menjadikan masalah pencatatan perkawinan ini 
sebagai kajian dalam pemikiran fikih modern, karena mengingat banyaknya 
permasalahan-permasalahan praktis yang muncul akibat tidak dicatatakannya 
perkawinan. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan mengenai 
kedudukan anak, hak nafkah bagi anak dan istri, serta yang berkaitan dengan 
hak kewarisan. Keberadaan pencatatan perkawinan tentu menjadikan semakin 
tertibnya administrasi di era modern seperti sekarang dan tentu membawa 
kemudahan dalam proses perkawinan. Sehingga tidak ada keraguan 
memahami aspek maslahan dari proses pencatatan perkawinan semacam ini.13 
Pentingnya keberadaan pencatatan perkawinan hendaknya dikaji untuk 
mendapatkan relevansinya dengan realitas yang ada. Karena tidak ada satu 
 
12 Rohmad, “Ketentuan Tentang Keharusan Pencatatan Pernikahan Dalam Hukum Positif”, 
(Jurnal Tribakti, Volume 16 No 2. 2 Juli 2006) 




pun nash baik di dalam al-Qur’an maupun hadits yang secara konkrit 
menjelaskan kewajiban melakukan pencatatan perkawinan, untuk itu 
diperlukan ijtihad baru untuk mendapatkan status hukumnya. Untuk sampai 
pada kesimpulan hukum yang berbobot tersebut, diperlukan metode ijtihad 
(ushûl al-fiqh) secara tepat dengan menggali ‘illat hukumnya secara tepat 
pula. Disinilah juga perlunya menggunakan konsep maqāṣid al-sharī’ah untuk 
mengungkap landasan metodologis dalam menentukan perlu tidaknya 
pencatatan perkawinan. 
Berangkat dari realita di atas, menjadikan penelitian ini dipandang 
sangat penting untuk kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini nantinya akan 
membawa dampak positif terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak yang 
selama ini sering kali terabaikan akibat tidak dicatatkannya sebuah 
perkawinan. 
B. Fokus Kajian 
1. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ? 
2. Bagaimana tinjauan konsep maqāṣid al-sharī’ah terhadap pelaksanaan 
pencatatan perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia ? 
C. Tujuan Kajian 
Penelitian ini guna menemukan jawaban yang lengkap dan tepat dari 
masalah yang telah dirumuskan dalam Fokus Penelitian, demi menemukan 




secara kritis dan mendalam, agar tujuan yang diinginkan bisa didapatkan. 
Berikut tujuan dari kajian ini 
1. Untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia 
2. Untuk mengetahui analisis konsep maqāṣid al-sharī’ah terhadap 
pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
D. Manfaat Kajian 
Secara garis besar, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan 
manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu : 
1. Secara Teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat kepada semua pihak, lebih-lebih khususnya kepada 
pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan penelitian 
yang diangkat, serta diharapkan dapat memperkaya wawasan 
dan khazanah keilmuan mengenai bahasan tentang hukum 
Islam pada umumnya dan tentang tinjauan hukum Islam 
terhadap regulasi proses pencatatan perkawinan dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam 
perspektif maqāṣid al-sharī’ah, serta dapat dijadikan rujukan 




b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta 
pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan 
perncatatan perkawinan dalam tata hukum kekeluargaan di 
Indonesia khususnya dalam perspektif maqāṣid al-sharī’ah. 
c. Pentingnya meningkatkan kajian terhadap persoalan-persoalan 
kontemporer secara metodis, kritis, sistematis dan logis, 
khususnya berkaitan dengan pentingnya pencatatan 
perkawinan. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian 
ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 2 
(dua) Hukum Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-
kajian keilmuan berikutnya. 
b. Bagi almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian 
tentang pencatatan perkawinan dalam tata hukum kekeluargaan 
di Indonesia. khususnya dalam perspektif maqāṣid al-sharī’ah. 
c. Bagi objek penelitian seperti petugas pencatat nikah, pegawai 
KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan mengetahui 
apa dan bagaimana proses pencatatan perkawinan dalam tata 
hukum di Indonesia khususnya dalam perspektif maqāṣid al-
sharī’ah. 
d. Masukan dan informasi kepada lembaga yang berwenang 




kepada masyarakat tentang eksistensi pencatatan perkawinan 
dan bahwa sebenarnya pencatatan perkawinan mengandung 
manfaat besar bagi rumah tangga 
e. Masukan dan informasi kepada masyarakat muslim agar 
menyadari bahwa pernikahan adalah suatu perikatan yang 
sakral dan suci, sehingga proses pernikahan pun mesti 
dilakukan sesuai prosedur hukum akad nikah yang telah 
ditetapkan dan tidak pula memandang bahwa pernikahan 
merupakan lahan percobaan 
E. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Dilihat dari segi sumber data yang dikumpulkan, maka penelitian 
ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research). Karena data 
yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah 
yang bersumber dari khazanah kepustakaan. 
Penelitian ini juga dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian 
legal research atau disebut juga penelitian hukum klinis14 atau juga dapat 
disebut sebagai penelitian normatif (doktrin)15 dalam hukum Islam16 yang 
disebut pula sebagai penelitian agama.17 Tujuan dari penelitian ini adalah 
 
14 Amir Muallim, et. al. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press. 1999), 93. 
Lihat pula dalam Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1998), 94. 
15 Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 51. 
16 Amir Muallim, et. al. Konfigurasi Pemikiran, 94. 
17 Menurut M. Atho Mudzhar penelitian agama dan penelitian keagamaan sebenarnya berbeda. 
Penelitian agama diorientasikan pada normatif agama, sedangkan penelitian keagamaan lebih 
diorientasikan pada sosiologis keagamaan. Lihat dalam M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi 




untuk mendapatkan sebuah produk yang lebih spesifik yakni fikih 
khususnya hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-
sharī’ah untuk kepentingan tata hukum perkawinan islam Indonesia pada 
zaman sekarang. Oleh karena itu jenis penelitian ini juga disebut sebagai 
penelitian fikih.18 Sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam 
penelitian ini peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dalam 
segi penyajiannya. 
Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang 
diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai 
hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas 
orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha 
memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.19 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari 
mana data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat di 
bagi menjadi dua yaitu. 
a. Data Primer, 
Dapat berupa kitab-kitab atau buku-buku yang membahas 
tentang maqāṣid al-sharī’ah serta beberapa aturan perundang-
undangan yang membahas pecatatan perkawinan seperti; 
1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
 
18 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, 
(Jakarta: Prenada Media. 2003), 339. 




2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. 
3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 
tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja 
Pengadilan Agama. 
4) Instruksi Presiden (INPRES) RI Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. 
6) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 
tentang Pencatatan Nikah. 
7) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 
Tentang Pencatatan Perkawinan 
b. Data Sekunder 
yakni semua sumber yang erat hubungannya dengan data 
primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami 
data primer, baik berupa karya tulis antara lain makalah, jurnal, 
koran, majalah dan lain-lain yang relevan dengan pembahasan tesis 
ini. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian 




adalah: Documentation (Dokumentasi) atau dikenal juga Library 
Research (Penelitian Pustaka) yakni pengumpulan data dan informasi 
dari berbagai sumber, baik sumber utama (sumber primer) maupun 
lainnya yang berhubungan dengan penelitian (sumber sekunder) yang 
berkaitan dengan penelitian ini.  
Data yang diperlukan di atas dikumpulkan melalui teknik studi 
dokumenter, Studi dokumenter ini dilakukan untuk melihat arah 
(karakteristik) dari suatu pesan yang terselip dibalik teks-teks tertulis 
tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam ketentuan perundang-
undangan di Indonesia menurut perspektif maqāṣid al-sharī’ah. 
4. Metode Analisis Data  
Setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka dilakukan 
analisis secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), hingga penarikan kesimpulan 
(conclusion drawing) atau verivikasi (verivication). Dengan 
menggunakan keempat pola tersebut, maka analisis terhadap data yang 
ada dilakukan sampai tuntas. Maksud dari ukuran tuntas di sini adalah 
dengan tidak ditemukannya lagi data atau informasi baru terkait dengan 
pencatatan perkawinan di Indonesia.  
Setelah itu penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode 
deskriptif-analitis20, artinya mendiskripsikan kondisi suatu obyek yang 
 
20 Metode Deskriptif menurut Moh Nazir sebagaimana dikutip oleh Andi Prastowo, merupakan 
suatu metode dalam meneliti status keberadaan sekelompok manusia, atau meneliti suatu objek, 




akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, kemudian 
menganalisisnya dengan berbagai pendekatan. Penelitian ini berupaya 
memaparkan dengan jelas bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan 
di Indonesia tersebut dilihat dari kacamata fikih perkawinan yang dalam 
hal ini melibatkan konsep maqāṣid al-sharī’ah sebagai basis 
epistemologisnya. Pola pikir yang digunakan ialah pola pikir deduktif, 
yakni pola penarikan kesimpulan yang berangkat dari pernyataan-
pernyataan yang bersifat umum menuju pada suatu pernyataan yang 
bersifat khusus. 
F. Definisi Istilah 
Dalam rangka memberikan pemahaman dan menghindari adanya 
salah tafsir (salah faham) terhadap judul dalam penelitian ini, maka penulis 
perlu memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang dimaksud. 
Lankah ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar 
kemana-mana dan terhindar dan ambiguitas. Oleh karena itu peneliti akan 
berusaha menjelaskan istilah-istilah yang menjadi kata kunci dalam judul 
penelitian. Dalam hal ini, kata-kata kunci yang kiranya perlu dijelaskan 
adalah antara lain: 
1. Maqāṣid al-Sharī’ah: Maqāṣid al-sharī’ah disini adalah sudut 
pandang dalam menggali tujuan yang tersembunyi dibalik aturan-
aturan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. 
 
pada masa sekarang. Selengkapnya lihat Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, 




2. Pencatatan Perkawinan: Pencatatan perkawinan yang 
dimaksudkan di sini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah 
menurut Hukum Positif.21 Hal ini termuat dalam suatu surat (akta 
autentik) yang berkekuatan hukum sebagai bukti legalitas atas 
suatu peristiwa penting yang perlu dicatatkan 
3. Peraturan perundangan-undangan: adalah seuatu peraturan tertulis 
yang memuat norma hukum yang berkaitan dengan pencatatan 
perkawinan dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara 
atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
4. Nikah Sirri: adalah nikah yang masih di rahasiakan, artinya belum 
diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab qabul 
dalam kalangan terbatas, di muka tokoh agama, tanpa kehadiran 
petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang 
resmi. 
5. Nikah di Bawah Tangan: adalah nikah dengan  tanpa adanya 
suatu pencatatan resmi pada instansi yang telah ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global 
tentang isi dari satu bab ke bab yang lain, fungsinya sebagai rujukan sehingga 
akan lebih memudahkan dalam meninjau, mengetahui, dan menanggapi isinya. 
 
21 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat. (Jakarta; Sinar 




Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.  Di 
dalam sistematika ini akan dipaparkan dan digambarkan secara rinci proses 
penelitian yang dilakukan : 
BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian 
yang meliputi: konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, 
definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. 
Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai 
pembahasan dalam Tesis. 
BAB II: Pada bab ini dipaparkan kajian kepustakaan atau penelitian-
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun 
mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat atau membahas 
pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, Fungsi ini adalah sebagai landasan teori 
pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. 
BAB III: Pada Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum 
konsep maqāṣid al-sharī’ah dalam diskursus hukum islam, definisi, dasar 
hukum, sejarah perkembangan maqāṣid al-sharī’ah, pembagian maqāṣid al-
sharī’ah, urgensi maqāṣid al-sharī’ah dalam ijtihad dan metode istinbath 
hukum yang berkaitan dengan maqāṣid al-sharī’ah serta bagaimana kerangka 




intinya bab ini berfungsi untuk menginformasikan secara lengkap mengenai  
teori maqāṣid al-sharī’ah. 
BAB IV: pada bab ini memuat dan menjelaskan tentang hasil 
penelitian yakni bagaimana proses pencatatan perkawinan dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta bagaimana 
analisis konsep maqāṣid al-sharī’ah terhadap pelaksanaan pencatatan 
perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia  
BAB V: Bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari 
penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri 
dengan penutup. Bab ini diharapkan memperoleh suatu gambaran dari hasil 
penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu memberikan 





KAJIAN PUSTAKA  
A. PENELITIAN TERDAHULU 
Langkah awal dan yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah 
penelitian adalah melakukan penelitian terdahulu. Hal ini perlu dilakukan 
untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis 
sebelumnya, sehingga bisa menghindarkan dari praktek plagiat dan tindakan-
tindakan lain yang bisa mencoreng dunia keilmuan. Beberapa pembahasan 
tentang pencatatan pernikahan yang penulis temukan dari beberapa penelitian 
sebelumnya adalah sebagai berikut : 
1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad, dengan judul “Konstruksi Sosial Elite NU 
Surabaya Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Hasil penelitian 
menunjukkan antara lain: sebagian elit NU Surabaya menganggap 
bahwasanya pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan adalah sah 
dalam agama akan tetapi tidak sah menurut negara. Akan tetapi elit yang 
berpandangan seperti ini menghimbau agar supaya setiap perkawinan 
hendaknya dicatatkan. Sebagian yag lainnya, elit NU berpendapat 
bahwasanya perkawinan tanpa dicatatkan itu tidak sah. Pencatatan sebagai 
suatu syarat sah dalam perkawinan. Namun dalam penelitiannya belum 






perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia.1 
2. Jurnal yang ditulis oleh Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni 
denga judul “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai 
Rukun dalam Perkawinan Islam”, Penelitian ini menjelaskan betapa 
pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pencatatan perkawinan dapat 
dijadikan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan Islam. Hal ini 
diperkuat oleh dalil-dalil dalam al-Qur’an, as-Sunnah, kaidah Fiqih (qiyas, 
ad-dzari’ah, maslahah mursalah), kemaslahatan dalam pencatatan 
perkawinan, serta kemadharatan perkawinan tanpa pencatatan. Tingkat 
urgensitas pencatatan perkawinan sudah sedemikian kuat, maka sudah 
sepantasnya pencatatan perkawinan dimasukan ke dalam rukun 
pernikahan. Dalam penelitian tersebut walau sudah menyinggung dalil 
alquran, as-Sunnah dan kaidah Fiqih (qiyas, ad-dzari’ah, maslahah 
mursalah) namun sama sekali belum menggunakan konsep maqāṣid al-
sharī’ah sebagai basis analisinya.2 
3. Jurnal yang ditulis oleh Dian Mustika dengan judul “Pencatatan 
Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Dunia 
Islam”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pencatatan 
perkawinan adalah salah satu bentuk dari reformasi hukum keluarga 
 
1 Ahmad, “Konstruksi Sosial Elite NU Surabaya Terhadap Pencatatan Perkawinan” (Tesis, IAIN 
Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012). 
2  Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan 







(perdata) yang dilakukan oleh hampir semua negara-negara muslim di 
dunia. Tujuannya adalah untuk mencitptakan ketertiban, kepastian dan 
perlindungan hukum terhadap terjadinya suatu peristiwa perkawinan. 
Maka dari itu, hampir semua negara-negara muslim di dunia menjadikan 
aturan mengenai pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang 
dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Namun demikian terlepas 
dari perbedaan pandangan mengenai eksistensinya, berdasarkan realita 
yang berkembang di berbagai negara. Negara-negara dengan penduduk 
mayoritas muslim di dunia hanya memberlakukannya sebagai persyaratan 
administratif semata dan tidak menjadikannya sebagai validitas atau 
sahnya dari suatu proses perkawinan. Dalam hal ini keabsahan perkawinan 
tetap didasarkan pada ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Penelitian 
ini hanya mengungkapkan fakta di lapangan bahwa beberapa negara Islam 
di dunia sudah sejak lama menggunakan pencatatan perkawinan sebagai 
aturan perundang-undangan yang dilegal formalkan 3 
4. Jurnal yang ditulis oleh Arif Marsal dan Ryna Parlyna dengan judul 
“Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif”. 
Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah 
termasuk bagian inti perkawinan yang apabila tidak ditunaikan berakibat 
kepada batalnya suatu perkawinan, bahkan tindakan tidak mencatatkan 
suatu perkawinan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum 
syara’. Penelitian ini hanya fokus pada boleh tidaknya memasukkan 
 
3 Dian Mustika “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Dunia 






ketentuan mencatatkan perkawinan sebagai syarat dan atau rukun 
perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja tanpa 
mempertibangkan aspek maqāṣid al-sharī’ah sebagai basis 
epistimologinya4 
5. Jurnal yang ditulis oleh Rohmat dengan judul “Ketentuan Tentang 
Keharusan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif”. Dalam 
penelitian ini dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang No 01 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan atau juga dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), terdapat kesamaan tentang ketentuan keharusan pencatatan 
pernikahan. Alasan keduaanya pun sama, yakni demi ketertiban 
perkawinan dan mempunyai landasan serta kekuatan hukum. Namun 
demikian dalam penelitian ini belum sampai pada kesimpulan apakah 
pencatatan perkawinan termasuk mengandung aspek maslahah dan sesuai 
dengan konsep hukum Islam.5 
6. Penelitian yang sudah dibukukan ditulis oleh Neng Djubaidah dengan 
judul “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat: Menurut 
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”. Dalam buku ini penulis 
mendeskripsikan dan menjelaskan secara gamblang mengenai tata aturan 
pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum tertulis di 
Indonesia, misalanya dalam: Undang-Undang Nomor 22 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 
 
4 Arif Marsal dan Ryna Parlyna, “Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat 
Administratif”, (Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 1, 2015). 
5  Rohmat “Ketentuan Tentang Keharusan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif”, (Jurnal 






1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan 
Pencatatan Perkawinan dalam RUU-HM-PA-BPkwn Tahun 2007. Tetapi 
sama sekali belum menyentuh aspek maqāṣid al-sharī’ah .6 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian 
yang telah ada sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, 
penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya mempunyai 
makna yang sangat penting bagi penelitian ini, karena jika tidak ada penelitian 
yang mendahului niscaya penelitian ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan 
baik. Apa yang menjadi fokus penelitian penulis boleh jadi merupakan hal 
yang baru yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini 
penulis berusaha mengungkap kedudukan peraturan perundang-undangan 
mengenai pencatatan perkawinan yang berlaku di Indoneisa serta 
menganalisisnya menggunakan teori maqāṣid al-sharī’ah sehingga diharapkan 
mampu memunculkan hal baru terkait hukum pencatatan perkawinan tersebut. 
Namun demikian jika kemudian ditemukan penelitian yang hampir 
sama atau bahkan sama dengan penelitian yang telah penulis lakukan, hal ini 
semata-mata karena ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan penulis. 
Semoga hasil penelitian ini menjadi tambahan dan pendukung penelitian yang 
lain mengenai ketentuan peraturan peundang-undangan terkait pencatatan 
perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-sharī’ah. 
 
 







B. KAJIAN TEORI 
1. Pengertian Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Perkawinan 
Pernikahan asal katanya adalah an-nikāḥ yang menurut bahasa artinya 
mengumpulkan, saling memasukan, dan bisa juga diartikan bersetubuh. 
Sedangkan menurut istilah hukum Islam, pernikahan dalam pandangan syara’ 
merupakan akad yang ditetapkan oleh syara’ dan dengan akad tersebut menjadi 
dibolehkannya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.7 
Sedangkan secara terminologi nikah dapat diartikan akad serah terima 
antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu 
sama lainnya dan dalam rangka membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang 
sakinah serta membentuk masyarakat yang sejahtera. Hal ini juga didefinisikan 
sebagai berikut; 
 َعْقٌد يَ َتَضمَُّن ِإََبَحَة َوْطٍئ بَِلْفِظ النِ َكاِح َأْو الت َّْزِوْيِج َأْو َمْعَناَها
 
Akad yang menyimpan makna ketentuan hukum kebolehan melakukan 
hubungan badan (bersetubuh) dengan lafad nikah atau tazwij atau yang 
semakna dengan keduanya.8 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan adalah akad yang 
sangat kuat atau mithâqân ghalîzân untuk menaati perintah Allah Swt dan 
melaksanakannya merupakan suatu perkara yang bernilai ibadah. Pernikahan 
 
7 Wahbahh Al-Zuhailî , Al-Fiqih Al-Islâmî wa Adillah Al-Ahkâm, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), 29. 
Ada juga yang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Perkawinan sering digunakan 
secara umum baik untuk tumbuhan, hewan maupun manusia, dalam rangka melakukan hubungan 
kelamin dengan lawan jenisnya. Berbeda dengan istilah nikah yang hanya dipakai untuk manusia, 
lebih-lebih dalam istilah agama. Nikah dimaknai sebagai ikatan atau akad. Dalam hal ini terjadinya 
ikatan setelah proses serah terima (ijab kabul). selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai 
bersetubuh. Lihat Abd. Rahman Assegaf, Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru 
Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131. 






bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakînah, 
mawaddah, wa rahmah. 9 
Pengertian semacam ini ini tidak jauh berbeda dengan pengertian 
perkawinan dalam Undang-Undang. Undang-undang Perkawinan menyatakan 
bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”. Oleh karena 
itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam merupakan perkara yang 
dinilai sebagai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mithâqân 
ghalîzân) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.10 
2. Tujuan perkawinan  
Tujuan dari perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga 
yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti 
bahwa perkawinan itu: (1) perkawinannya diharapkan berlangsung seumur 
hidup, (2) berpisah (cerai) merupakan satu-satunya jalan terakhir yang 
membutuhkan syarat-syarat yang ketat, dan (3) suami istri harus saling 
membantu dalam rangka mengembangkan diri. 
Dalam sebuah keluarga dapat dianggap bahagia apabila dalam keluarga 
tersebut telah terpenuhinya dua kebutuhan pokok di dalamnya, yaitu kebutuhan 
jasmani dan rohani. Yang termasuk dalam kebutuhan jasmani, misalnya 
 
9 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 2. 






kebutuhan papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan yang 
merupakan kebutuhan rohaniah, misalnya keberadaan seorang anak yang 
terlahir dari darah dagingnya mereka sendiri.11 
3. Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan 
Yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang harus ada 
sebelum melaksanakan suatu kegiatan, dengan tidak terpenuhinya salah satu 
syarat tersebut menjadikan tidak dapat dilaksanakannya suatu hal tersebut. 
Dalam arti suatu pekerjaan tidak dapat diteruskan jika di antara salah satu 
syarat ternyata ada hal yang belum terpenuhi. sedangkan rukun ialah sesuatu 
yang harus ada ketika melaksanakan suatu kegiatan dan jika rukun tersebut 
ditinggalkan atau tertinggal menjadikan tidak sahnya suatu kegiatan.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau yang dikenal juga dengan 
istilah fikih Indonesia Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 
disebutkan bahwa :  
Untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi beberapa 
hal sebagai berikut:  
a. Calon suami 
b. Calon istri 
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi, dan 
e. Ijab dan Kabul12 
 
11 Kompilasi Hukum Islam BAB IV Pasal 14. 






Dari kelima rukun di atas harus dipenuhi ketika akan melangsungkan 
perkawinan. Apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan sebagai 
disebutkan di atas. Baik tertinggal atau ditinggalkan secara sengaja, maka 
perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau dapat juga dinyatakan sebagai 
akad nikah yang fasid (rusak). 
Pada hakikatnya tidaklah semua pasangan laki-laki dan perempuan 
dapat melangsungkan suatu perkawinan. Akan tetapi yang dapat 
melangsungkan perkawinan hanyalah mereka-mereka yang telah terpenuhi 
syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Undang-Undang. 
Syarat-syarat melangsungkan suatu perkawinan telah diatur dalam pasal 
6 sampai pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Di dalam ketentuan itu disebutkan dua syarat untuk bisa melangsungkan proses 
perkawinan, yakni syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, adalah syarat 
yang terkait dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat 
intern itu meliputi:13 
a. Telah terjadi persetujuan antara kedua belah pihak yang hendak 
melangsungkan perkawinan; 
b. Terdapat izin dari kedua orang tua jika belum mencapai umur 21 tahun; 
c. Laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah berumur 
16 tahun. Namun terdapat pengecualian jika keduanya mengajukan 
dispensasi ke pengadilan; 
 






d. Kedua belah pihak tidak sedang dalam keadaan sudah terikat ikatan 
perkawinan; 
e. Perempuan yang menikah untuk kedua kalinya harus tidak dalam 
keadaan masa iddah. Bagi wanita yang putus perkawinannya karena 
perceraian masa iddahnya terhitung 90 hari dan sedangkan yang teputus 
karena cerai mati, masa iddahnya 130 hari. 
Sedangkan syarat ekstern, ialah syarat yang berkaitan dengan formalitas 
dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi: 
a. Harus mengajukan laporan terlebih dahulu kepegawai pencatat nikah, 
talak, dan rujuk. Dalam hal ini ke KUA kecamatan setempat; 
b. Pengumuman yang harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. 
4. Pencatatan Perkawinan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia 
Pencatatan perkawinan adalah proses ketentuan yang terdapat dalam 
hukum positif yang dengannya akan memberikan legalitas (kepastian hukum) 
dari sebuah ikatan perkawinan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 
menyatakan bagi seseorang yang tidak beragama islam yang hendak 
melangsungkan perkawinannya dapat dilakukan oleh Catatan Sipil sedangkan 
bagi yang hendak melangsungkan perkawinan berdasarkan agama islam dapat 
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan pada di 






Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 
pencatatan atas terjadinya suatu perkawinan yang sah menurut hukum islam, 
yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai 
dengan syari’at islam dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah 
Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.14 
Keharusan pencatatan perkawinan adalah sebuah langkah yang mesti 
dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan atau meresmikan sebuah 
ikatan perkawinan. Menurut M. Atho’ Muzdar keharusan pencatatan 
perkawinan diharuskan sebagai akibat banyaknya orang yang melakukan 
perkawinan di bawah tangan yang pada waktunya bisa mengacaukan proses-
proses hukum yang akan terjadi kemudian dan atau dapat mengacaukan hak-
hak hukum anak yang dihasilkannya.15 
Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Hasyim Nawawi 
bahwa keharusan pencatatan pernikahan merupakan landasan yuridis bagi yang 
melaksanakannya. Dengan keharusan ini setidaknya mempertegas sekaligus 
upaya mengaktualkan ketertiban perkawinan masyarakat Islam.16 
Sebagaimana dijelaskan Ahmad Rofiq, Sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan era baru bagi 
kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. 
Undang-undang ini lahir sebagai bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum 
 
14 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan, 153.  
15 M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 
(Jakarta: Ciputat Press), 211.   
16 Lihat Hasyim Nawawi, Ketentuan Tentang Keharusan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum 






Perkawinan, yang bersifat nasional dan menjadikan hukum islam memiliki 
eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh hukum-hukum adat.17 
Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (2) 
walaupun telah disosialisasikan selama kurang lebih 30 tahun sampai sekarang 
masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya 
ini perlu terus menerus dilakukan secara berkesinambungan.18 
Jika ditelisik lebih jauh terdapat beberapa ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang telah lama berlaku 
di Indonesia diantaranya adalah : 
a. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan 
Perkawinan 
Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia pada 
mulanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk. Yang kemudian mulai 
diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 02 November 
1954 ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 
tentang berlakunya Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 22 tahun 
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk diseluruh Daerah Luar 
Jawa dan Madura.19 
Pada Pasal 1 dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: 
(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya 
disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat 
 
17 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Prees, 2013), 92. 
18 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam ... 92.  
19 Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: 






oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak 
dan rujuk yang dilakukan menurut agama islam selanjutnya disebut 
talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. 
 
(2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima 
pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang 
diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. 
 
(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu 
dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala 
Jawatan Agama Daerah. 
 
(4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, 
diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan 
oleh Menteri Agama. 
 
(5) Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak 
mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya.20 
 
Lalu berkaiatan dengan sansksi bagi pelaku yang melanggar 
undang-undang ini diatur dalam pasal 3, sebagai berikut: 
(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan 
seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang 
dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah). 
 
(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat 
(2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-
(seratus rupiah). 
 
(3) Jika seorang laki-lakiyang menjatuhkan talak atau merujuk 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan 
hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada 
ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-
banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). 
 
(4) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan 
pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima 
pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan 
nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri 
Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, 
 






talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai 
yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan 
petikan dari pada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah 
yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang 
dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka 
dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
sebanyak- banyaknya R 100,- (seratus rupiah). 
 
(5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, 
kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada 
orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada 
talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka 
biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan 
keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan 
dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku 
pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan 
hakim yang menyatakan hal itu.21 
 
Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang dikemukakan 
di atas dalam pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, “Nikah yang dilakukan 
menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang 
diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya”. 
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pegawai pencatatan nikah mempunyai 
tugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu 
berlangsung menurut ketentuan sebagaimana dalam hukum islam. 
Dalam perkembangannya Undang-Undang di atas lalu diubah 
dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini pencatatan perkawinan 
diposisikan pada tempat yang urgen. Di mana keberadannya menjadi bukti 
bahwa perkawinannya yang telah dilaksanakan.22 
 
21 Kemenag, Undang-undang 1946 Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. 






Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 
Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.23 Undang-Undang ini 
menghendaki perkawinan dicatatkan dengan tujuan agar tiap-tiap 
perkawinan tertib, baik perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum 
islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum 
islam.24 Perkawinan yang dilakukan dengan sistem perkawinan Islam 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun perkawinan 
yang dilakukan menurut hukum perdata Burgeriljk Weetbook dicatatkan di 
Kantor Catatan Sipil sebagaiman adiuangkapkan Arso Sostroatmodjo dan 
Wasit Aulawi dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia.25  
Landasan yuridis dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 4 – 7 Kompilasi Hukum Islam. 
KHI memuat aturan-aturan sebagai berikut : 
1) Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam 
2) Dilarang pria Islam kawin dengan non-Islam 
3) Setiap perkawinan harus dicatat 
4) Perkawinan baru dianggap sah apabila dilangsungkan di 
hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
5) Perkawinan di luar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan 
hukum 
 
23  Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
24  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), 26. 






6) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 
diterbitkan oleh PPN. 
Perkawinan yang tidak didaftarkan atau enggan melangsungkan 
perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung 
resiko yuridis, perkawinannya tidak akui oleh negara karena tidak adanya 
bukti otentik telah terjadi suatu pernikahan.26 
b. Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.  
Materi yang tedapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 
tentang perkawinan adalah salah satu bentuk upaya dalam rangka 
memadukan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat sebelumnya. 
Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang Nomor I tahun 1974, 
bahwa sesuai dengan falsafah yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila 
serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, maka diperlukanlah 
adanya sebuah Undang-Undang tentang Perkawinan yang diberlakukan 
bagi seluruh warga negara.27 
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 
bahwa tiap-tiap perkawinan haruslah di catat menurut peraturan perundang 
undangan yang berlaku.28 Pasal ini termasuk asas dan prinsip yang 
tercantum dalam Undang-undang tersebut. Dalam Undang-undang ini 
menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut agama dan kepercayaannya itu. 
 
26  Abd Shomad, Hukum Islam, 295. 
27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2. 






Akad perkawinan tersebut juga harus dicatat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan ini menjadi penting mengingat pencatatan ini dimaksudkan 
demi ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Baik di dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 
maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kesemuanya 
mengharuskan pencatatan di tiap-tiap perkawinan.29 
Walaupun dalam hal ini sudah diundangkan sejak tanggal 02 
Januari 1974 sebagai sebuah Undang-Undang, akan tetapi Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, belum dapat berjalan 
maksimal dan efektif sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) 
Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975, (Pasal 67 ayat 1). Baru 
kemudian setelah mengalami proses panjang kurang lebih selama 15 bulan 
sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan, maka pada tanggal 1 
April 1975 telah berhasil diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan.30 
Selain pertimbangan di atas, sebagaimana konsideran Peraturan 
Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa demi 
berlangsungnya kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974, kiranya dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah 
 
29 Arso Sastroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1981), 55.  






yang khusus mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-
undang tersebut. 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
adalah mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan 
perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, 
yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang 
menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.31 
Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam 
Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun 
sebenarnya masalah pencatatan ini sangatlah penting. Karena ini terkait 
dengan tata cara perkawinan itu sendiri yang keseluruhannya berhubungan 
dengan pencatatan. Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika sebagian 
pakar hukum menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga 




31 Neng Jubaidah, Pencatatan Perkawinan, 217  
32 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 







c. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang 
Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan 
Agama. 
Pada Peraturan Menteri ini dijelaskan segala hal yang diperlukan 
dalam pencatatan perkawinan. Terdiri dari 18 bab dengan 55 pasal. Selain 
memuat ketentuan umum, peraturan ini juga menetapkan sistem 
administrasi yang berhubungan dengan: 
1) Pemberitahuan kehendak nikah . 
2) Pemeriksaan nikah. 
3) Persetujuan dan izin dispensasi. 
4) Penolakan kehendak nikah. 
5) Pengumuman kehendak nikah. 
6) Pencegahan pernikahan, akad nikah. 
7) Pembatalan pernikahan . 
8) Perceraian. 
9) Rujuk. 
10) Pencatat nikah, perceraian dan rujuk. 
11) Kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan 
buku pendaftaran rujuk yang hilang ataupun rusak. 
12) Daftar dan buku pencatatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, 
Rujuk) serta penyelenggaranya. 
13) Pencatat perubahan status NTCR. 






15) Hukuman jabatan.33 
d. Pencatatan Perkawinan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan spesifikasi aturan untuk umat 
Islam Indonesia. Dengan keluarnya Instruksi ini umat Islam Indonesia 
memiliki keseragaman hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga. 
Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam sering disebut pula sebagai fikih 
ala Indonesia.  
Sebagaimana diungkapkan oleh Hazairin, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebuah ijtihad baru.34 
Tinggallah kewajiban pencinta agama islam untuk lebih menerapkan 
kehendak al-Qur’an dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya. Harapan Hazairin itu kemudian terwujud dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
KHI merupakan prestasi gemilang umat Islam pada era sembilan 
puluhan yang berhasil membumikan hukum islam, menjadi hukum positif 
di Indonesia. Dengan keberhasilan tersebut, umat islam kini mendapat 
kenyamanan dan jaminan untuk menjalankan aturan-aturan agama dan 
keyakinannya. 
 
33 Kemenag, Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat 
Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan 
Perkawinan Bagi yang Beragama Islam. 






KHI merupakan himpunan materi hukum islam, yang terdiri dari 
tiga buku atau bab, yakni buku I berkaitan dengan Hukum Perkawinan, 
buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum 
Perwakafan. KHI telah diberlakukan sebagai Undang-undang dengan 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.35 
KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 
sebagai berikut, 
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat 
2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-
undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 
 
Selajutnya pada pasal 6 dijelaskan: 
 
1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan 
harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. 
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. 
 
 Kemudian pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan; 
  
1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
 
Aturan-aturan yang terdapat di dalam KHI ini sudah melangkah 
lebih jauh dan tidak hanya berbicara masalah administrasi semata. Pertama 
di dalam pasal 5 terdapat klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya 
 
35 Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata 






ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam”. Ketertiban di sini 
menyangkut ghayat al-tashri’ (tujuan hukum islam) yakni menciptakan 
kemaslahatan bagi masyarakat kedepannya. Kedua pada pasal 6 ayat 2 
terdapat klausul “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Yang dimaksud 
dengan tidak mempunyai kekuatan hukum disini sebagaimana dijelaskan 
Amiur Nuruddin dimaknai dengan tidak sah (lā yaşihhu). Jadi perkawinan 
yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.36 
Dalam Pasal 6 ayat 2 ditegaskan, bahwa perkawinan yang 
dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 
kekuatan hukum. Sedangkan pasal 7 ayat 1 menyebutkan, perkawinan 
hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah. 
Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, menjadi jelaslah 
bahwa keberadaan pencatatan perkawinan memiliki manfaat, maslahah 
dan mengandung kebaikan bagi pasangan suami istri. Apa yang menjadi 
kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga dapat 
terlindungi dan keduanya juga dapat membuktikan bahwa mereka 
merupakan pasangan yang legal di depan hukum islam maupun hukum 
negara, bahkan identitas anak dari buah pernikahannya pun dapat diketahui 
secara jelas dan pasti. Masalahnya, tidak terdapat satu pun dari beberapa 
ketentuan di atas yang menyatakan keberadaan pencatatan perkawinan 
sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan, sehingga 
 






ketentuan-ketentuan ini nampaknya masih sering diabaikan oleh sebagian 
masyarakat muslim Indonesia. Kendati terdapat ketentuan pidana bagi 
yang melanggar beberapa ketentuan ini seperti pada pasal 45 ayat 1 dan 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi sanksi pidana yang diberlakukan 
masih sangat ringan. Oleh karena itu, para pemerhati hukum islam perlu 
kiranya mempertimbangkan permasalahan ini dengan cara melakukan 
pengkajian ulang secara intens agar keberadaan pencatatan prkawinan 
tidak hanya bersifat ketentuan administratif, tetapi juga dapat menjadi 
penentu sah atau tidaknya akad perkawinan.37 
e. Pencatatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. 
Undang-undang yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 
2006 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
permasalahan yang menyangkut administrasi kependudukan serta 
mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau 
pencatatan sipil yang dialami oleh setiap warga negara Republik 
Indonesia. 
Apa yang dimaksud dari peristiwa penting sebagaimana 
dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini adalah kejadian 
atau peristiwa yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, 
lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
 
37 Selengkapnya baca  Abdul Helim, Belajar Administrasi Melalu al-Quran: Eksistensi Pencatatan 






pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status 
kewarganegaraan.38 
Terdapat beberapa klausul yang secara langsung maupun tidak 
langsung berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang 
administrasi kependudukan ini, diantaranya sebagai berikut: 
Pasal 34: 
1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-
undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 
60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 
 
2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 
Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 
 
3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. 
 
4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec. 
 
5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan 
oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu 
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan 
perkawinan dilaksanakan. 
 
6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. 
 
7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud 




Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
berlaku pula bagi: 
 
38 Neng Jubaidah, Pencatatan Perkawinan ..., 225 






a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 
b.perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia 




Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 
Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya 
penetapan pengadilan. 
 
Dari beberapa penjelasan di atas, pemerintah sebenarnya sudah 
berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan masayarakat Indonesia yang 
berada di luar wilayah Republik Indonesia untuk tetap tertib administrasi 
dalam hal ini pencatatan perkawinan dengan memeberikan ketentuan 
perundang-undangan tentang hal ini. 
Selain menjelsakan tentang ketentuan teknis pencatatan 
perkawinan. Undang-undang ini juga menyebutkan sanksi terhadap 
perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam: 
Pasal 90: 
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda 
apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam 
hal: 
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau 
Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) 
atau Pasal 33 ayat (1): 
b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
atau Pasal 37 ayat (4): 
c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (1); 
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau 
Pasal 41 ayat (4); 
e. pernbatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (1); 
 






f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau 
Pasal 45 ayat (1); 
g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4): 
h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 
(1): 
i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(1); 
j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 
(2); 
k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau 
l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
56 ayat (2). 
 
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Presiden.41 
 
Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perkawinan yang 
tidak dicatatkan termasuk melanggar pasal 37 yang menyatakan bahwa: 
“Perkawinan Warga Negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di 
negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia,” 
sehingga pelaku terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan 











f. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang 
Pencatatan Nikah. 
Di dalam peraturan menteri agama ini mengatur segala hal yang 
berkaitan dengan mekanisme pencatatan nikah. Secara spesifik ketentuan 
pencatatan nikah secara khusus terdapat dalam Bab X tentang pencatatan 
nikah yang terdiri dari pasal 26 dan pasal 27. Yaitu sebagai berikut:42 
Pasal 26: 
1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. 
2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, 
saksi saksi dan PPN. 
3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing 
disimpan di KUA setempat dan Pengadilan. 
4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor 




1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN. 
2) Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri 
 
Sayangnya dalam peraturan menteri agama ini tidak terdapat 
ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku perkawinan yang tidak 
dicatatkan. Peraturan ini hanya memberikan sanksi kepada PPN dan atau 
pembantu PPN yang melanggar ketentuan. Sebagaimana bunyi pasal 
berikut: 
Pasal 40: 
1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi 
administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 






2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi 
pemberhentian43 
 
g. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 
Pencatatan Perkawinan  
Peraturan ini pada dasarnya hampir sama dengan PMA Nomor 11 
Tahu 2007, hanya saja terdapat sedikit perbedaan karena memang latar 
belakang lahirnya perubahan PMA ini disebabkan antara lain karena 
kesadaran akan adanya perubahan arus globalisasi dan Informasi serta 
perubahan budaya, sosial kemasyakatan terutama berkaitan dengan 
identitas atau status perkawinan, beberapa klausul tambahan yang terdapat 
di dalam PMA No. 19 Tahun 2018 antara lain pasal 18 ayat (1) “Pasangan 
suami istri memperoleh Kartu Perkawinan” dan dalam BAB XIV pasal 26 
mengatur Legalisir Buku Pencatatan Perkawinan.44 
PMA ini juga mengatur masalah Pembantu Pegawai Pencatat 
Perkawinan (P4), pengembangan teknologi aplikasi sistem informasi 
manajemen perkawinan, ketentuan tentang perjanjian perkawinan, serta 
pencatatan perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing 
atau campuran 
Intinya melalui PMA ini pemerintah ingin menertibkan urusan 
Administrasi pencatatan perkawinan menjadi lebih mudah dan praktis 
dengan berbasis online sebagaimana dinyatakan dalam pasal berikut : 
Pasal 21 
 
43 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 
44http://banten.kemenag.go.id/pembinaan-sosialisasi-pma-no-19-tahun-2018-tentang-pencatatan-






1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui 
aplikasi sistem informasi menejemen perkawinan berbasis 
online 
2) Dalam hal KUA kecamatan belum terhubung dengan 
jaringan, administrasi pencatatan perkawinan dilakukan 
secara offline.45 
 
5. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam 
Berkaitan dengan keberadaan pencatatan perkawinan, nampaknya 
tidak ditemukan adanya undang-undang mengenai pencatatan perkawinan yang 
diatur secara langsung dalam al-Qur’an maupun hadis. Hal ini bukan berarti al-
Qur’an sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan perkembangan sekarang. 
Yang dimaksud al-Qur’an tidak mengatur secara langsung tentang pencatatan 
perkawinan dalam ini adalah bukan berarti sama sekali tidak ada. Sebagaimana 
diketahui bahwa di antara ayat-ayat al-Qur’an memang ada yang 
menginformasikan dan membicarakan tentang pencatatan, tetapi tidak langsung 
menunjukkan kepada pencatatan perkawinan secara eksplisit.46 
Ada beberapa ayat al-Qur’an yang membahas mengenai pencatatan 
(registrasi) atau dokumentasi suatu peristiwa. Ayat-ayat al-Qur’an tersebut 
dapat dilihat dalam bahasan sebagai berikut. Allah berfirman dalam surat al-
Baqarah ayat 282 sebagai berikut : 
آَٰي   َٰٓ نُو َٰٓٱأ يُّه  ام  َٰٓء  ل ٍََٰٰٓٓنَٰٓإِل ى  َٰٓي َٰٓآَْٰإِذ آَٰت د اي نتُمَٰٓبِد َٰٓلَِّذين  س م  ََٰٰٓٓأ ج   َٰٓتُبُوهُ َٰٓك َٰٓٱىَٰٓف َٰٓمُّ
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang 
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Pada masa-masa awal Islam memang belum pernah ditemukan tradisi 
mencatatkan peristiwa perkawinan, tradisi yang berkembang dimasa awal-awal 
islam hanyalah i`lan an-nikah (mengumumkan suatu pelaksanaan perkawinan 
di tengah masyarakat setempat). Praktik i`lan an-nikah pada masa awal Islam 
merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh 
Rasulullah. Salah satu bentuk i`lan an-nikah adalah walimah al-’ursy yakni 
mengadakan resepsi/pesta perkawinan.  
Walimah diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau 
sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. 
Pelaksanaan walimah dapat juga dilaksanakan menurut adat dan kebiasaan 
yang berlaku di masyarakat. Para ulama sepakat bahwa melaksanakan acara 
walimah itu hukumnya sunnah mu’akkad berdasarkan Sabda Rasulullah Saw 
:47 
ْبِدَٰٓا أ ىَٰٓع ل ىَٰٓع  َٰٓصَٰٓر  َٰٓالنَّبِيَّ اِلٍكَٰٓا نَّ آَٰع ْنَٰٓا ن ِسَْٰٓبِنَٰٓم  :َٰٓم  َٰٓف ق ال  ةٍ َُٰٓصْفر  ْحمِنَْٰٓبِنَٰٓع ْوٍفَٰٓا ث ر  لرَّ
َٰٓهللآَُٰ ك  َٰٓف ب ار  : َٰٓق ال  َِٰٓمْنَٰٓذ ه ٍب. اةٍ ْزِنَٰٓن و  أ ةًَٰٓع ل ىَٰٓو  ْجُتَٰٓاْمر  وَّ َٰٓاِن ىَٰٓت ز  َٰٓهللاِ ُسْول  َٰٓي آَٰر  : هذ ا؟َٰٓق ال 
َٰٓل ْوَٰٓبِش اةٍ. .َٰٓا ْوِلْمَٰٓو   ل ك 
Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw melihat terdapat bekas 
kuning-kuning pada diri 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka kemudian beliau 
bertanya, "ini apa ?". Ia menjawab, "wahai Rasulullah, saya baru saja 
menikahi seorang wanita yang maharnya seberat biji dari emas". lalu 
beliau bersabda, Semoga Allah memberkatimu. Selenggarakanlah walimah 
walaupun dengan menyembelih seekor kambing. 
 




47 Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmidi , Sunan at-Tirmidi¸ (Beirut : Dar al-Fikr, 
1980), II: 348, hadis nomor 1097. 
48 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari,  Sahih al 






َٰٓالنَّبِيَُّٰٓصَٰٓع ل ىَٰٓب ْعِضَٰٓنِس ائِِهَٰٓبُِمدَّْيِنَِٰٓمْنَٰٓش ِعْيٍر. آَٰق ال ْت:َٰٓا ْول م  ِفيَّة َٰٓبِْنِتَٰٓش ْيب ة َٰٓا نَّه   ع ْنَٰٓص 
 
Dari Safiyah binti Syaibah, ia berkata, bahwa Nabi Saw melaksanakan 
walimah atas pernikahannya dengan sebagian istrinya dengan gandulm dua 
mud 
 
Perintah Nabi Muhammad Saw untuk mengadakan walimah (resepsi) 
perkawinan mempunyai beberapa keuntungan. Slamet Abidin menyatakan 
bahwa diadakannya acara walimah dalam acara pesta perkawinan mengandung 
beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut;49 
a. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. 
b. Sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang 
tuanya. 
c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah. 
d. Sebagai tanda telah dimulainya kehidupan baru bagi suami istri. 
e. Sebagai perwujudan dari makna sosiologis suatu akad perkawinan. 
Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk acara 
walimah tidak dimaksudkan mengandung perintah bahwa akad perkawinan 
harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hal inilah para imam 
mazhab tidak terfokus perhatiannya terhadap pencatatan perkawinan. Terdapat 
beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan 
luput dari perhatian para imam mazhab di masa-masa awal islam. Pertama, 
terdapat larangan menulis sesuatu selain al-Qur’an. Akibatnya kebiasaan 
menulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kebiasaan menghafal. 
Kedua, berkaitan dengan yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan 
 
49 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari’ah Komponen 






(ingatan). Ketiga, tradisi walimah al-’ursy walaupun hanya seekor kambing 
sudah dianggap merupakan saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. Keempat, 
perkawinan yang dilakukan pada masa-masa awal islam belum meluas. 
Seringkali perkawinan pada masa itu hanya berlangsung di mana calon suami 
dan calon istri berada dalam satu daerah yang sama dalam satu negara. 
Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum begitu dibutuhkan. Dengan 
demikian, tersirat bahwa pada masa awal islam pencatatan perkawinan sebagai 
bukti otentik belum dibutuhkan.  
Masyarakat seringkali membenarkan perbuatan tidak mencatatkan 
perkawinannya dengan alasan karena hal ini belum pernah dikenal pada zaman 
Rasulullah Saw. Ungkapan demikian sebenarnya tidak benar. Karena pada 
dasarnya pada zaman Rasulullah pencatatan perkawinan adalah bukan dengan 
cara ditulis akan tetapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan 
diumumkan atau diberitahukan melalui walimahan, sehingga banyak diantara 
mereka berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Demikianlah cara 
pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis sedangkan pada zaman itu 
belum dikenal dunia tulis menulis.  
Dari sini terlihat jelas bahwa meskipun pencatatan perkawinan belum 
pernah dilakukan pada waktu itu, tetapi secara implisit spirit dan substansi 
yang hendak dicapai dari pelaksanaan pencatatan perkawinan telah 








6. Urgensi Pencatatan Perkawinan 
Keberadaan pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang amat sangat 
penting, bahkan menjadi persyaratan administratif yang mesti dilakukan. 
Keberadaannya sangat bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pasangan 
pengantin), keluarga dari kedua belah pihak, maupun bagi masyarakat. 
Tujuannya tentu agar perkawinan itu menjadi jelas dan sebagai bukti bahwa 
perkawinan itu telah terjadi. karena dengan begitu peristiwa perkawinan itu 
dapat diketahui dan dibaca dalam suatu surat (akta nikah) yang bersifat resmi, 
sehingga suatu saat dapat digunakan, khususnya sebagai alat bukti tertulis yang 
otentik.50 
Dengan adanya surat bukti berupa akta tersebut, maka secara hukum 
dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Oleh karenanya, dapat dikatakan 
bahwa walaupun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan 
persyaratan administratif belaka, namun ketentuan ini memiliki dampak yang 
sangat besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, terutama yang terkait 
dengan peristiwa dan perbuatan hukum. 
Dengan demikian akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah 
satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini dalam Buku keempat Bab I  
pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan 
diadakannya alat bukti adalah: 
a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak 
 






b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang 
mempunyai hak 
c. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang 
lain mempunyai hak 
d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu 
keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. 
Maka dari itu, keberadaan surat akta perkawinan secara hukum 
memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam rangka memelihara, 
mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta sebagai bukti bahwa 
suatu peristiwa hukum telah pernah terjadi. Oleh karenanya, ketika nantinya 
muncul tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain mengenai keabsahan suatu 
perbuatan hukum, maka dengan adanya alat bukti berupa akta perkawinan 
menjadi sangat penting.51 
Apabila mengkaji lebih jauh lagi, keberadaan alat bukti tertulis yang 
berupa akta nikah, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan 
memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling 
banyak digunakan dibandingkan alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis 
ini nantinya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama selama surat-surat 
tersebut masih ada dan belum rusak. berbeda halnya dengan kesaksian 
seseorang yang tentu terbatas masa berlakunya, yakni selama yang 
bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksiannya tersebut ditulis.52 
 
51 Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia 
Islam, Inovatif, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi), 2011, 55.  






Tanpa keberadaan alat bukti berupa akta perkawinan tentu akan 
berakibat pada tidak terlaksananya hukum islam dengan baik, khususnya dalam 
persoalan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata seperti dalam hal 
nafkah (baik nafkah istri ataupun anak) pendidikan anak, warisan, hukum yang 
terkait dengan halangan perkawinan (mahram) dan sebagainya. Tanpa adanya 
alat bukti yang lengkap bisa saja seorang perempuan menikah dengan saudara 
laki-lakinya sendiri, juga tidak dapat diketahui dengan cepat siapa yang berhak 
menjadi ahli waris seseorang, siapa nantinya yang harus bertanggung jawab 
atas nafkah dan pendidikan anak, hal ini tentu berdampak pada tidak adanya 
kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan manfaat dan kemaslahatan di atas, 
pencatatan perkawinan kemudian ditetapkan bahkan diperkuat dengan berbagai 
peraturan terkait di hampir seluruh negara-negara muslim di dunia. 
7. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan 
Diantara akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan 
sebagaimana dijelaskan oleh Wahyu Ernaningsih adalah :53 
a. Walaupun perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan 
kepercayaan masing-masing dianggap sah, namun menurut negara 
perkawinan tersebut belumlah dianggap sah jika perkawinannya 
belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan 
Sipil. Peristiwa tersebut dianggap tidak pernah terjadi peristiwa 
hukum yang disebut perkawinan. Oleh karenanya setiap perkawinan 
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang ada. 
 
53 Wahyu Ernaningsih, Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 






Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting yang lain dalam kehidupan seseorang, seperti 
kematian, kelahiran, yang dinyatakan dalam surat keterangan, atau 
suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.54 
b. Anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 
keluarga ibunya saja. anak-anak yang lahir di luar perkawinan atau 
perkawinan yang tidak tercatat dianggap anak yang tidak sah, anak 
tersebut juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau 
keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). 
Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada kecuali 
apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa ia mempunyai 
hubungan darah, termasuk memiliki hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya.55 
c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat dari 
perkawinannya yang tidak tercatat, baik isteri dan anak-anak yang 
dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah 
ataupun warisan dari ayahnya.56 
d. Harta yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya 
dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak 
adanya harta gono-gini atau harta bersama diantara keduanya. 
 
 
54 Wahyu Ernaningsih, Pentingnya Pencatatan Perkawinan 
55 Wahyu Ernaningsih, Pentingnya Pencatatan Perkawinan 






8. Manfaat Pencatatan Perkawinan 
Pencatatan perkawinan sangatlah penting yakni agar terlindungi hak-
hak yang akan ditimbulkan dari akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak 
istri dan anak-anak. pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan terutama untuk 
mendapatkan legalitas (pengakuan di mata hukum) terhadap hak-hak waris dan 
nafkah bagi anak-anak serta hal-hal yang lain. Oleh karena itu, masyarakat 
Muslim seharusnya dapat menyadari dampak dari perkawinan yang dilakukan 
secara sirri, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pihak istri 
dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Seandainya masih ada 
kesempatan untuk melakukan perkawinan secara resmi sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam fikih Indonesia yakni tercatat di Kantor Urusan 
Agama (KUA) maka pilihan ini jauh lebih baik dilakukan karena tidak akan 
menyulitkan hidup di masa yang akan datang.57 
Setidaknya ada beberapa manfaat dari dilakukannya pencatatan 
perkawinan diantaranya :  
a. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan 
perkawinan bagi suami maupun istri; yaitu dengan adanya alat bukti 
yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan 
yang dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada 
mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga; 
b. Dapat memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan 
dilahirkan; 
 






c. Dapat digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya; 
d. Dapat digunakan untuk mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, 
TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta; 
e. Mengurus hal-hal yang terkait dengan warisan. 
Dengan melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan 
sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah 
pihak, terlebih istri dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian 
tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sebaliknya, apabila akad nikah 
dilakukan secara sirri maka akad tersebut tidak memiliki kepastian hukum 
yang tetap dan akan mendapatkan kesulitan dalam membuktikan bahwa 
pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang legal serta hal ini juga 
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KONSEP MAQĀṢ’ID AL-SHARĪ’AH DALAM DISKURSUS HUKUM 
ISLAM 
A. DEFINISI DAN DASAR HUKUM MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH 
1. Pengertian Maqāṣid al-Sharī’ah 
Maqāṣid al-sharī’ah terdiri dari dua suku kata yaitu maqāṣid dan al-
sharī’ah. Maqāṣid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak 
dari lafadz maqsad yang berarti maksud (purpose), sasaran (objective), 
prinsip (principle), niat (intent), tujuan (goal), tujuan akhir (end). Dalam 
bahasa Yunani dsitilahkan telos, dalam bahasa Perancis finalite, dan dalam 
bahasa Jerman zweck.1 Maqāṣid hukum islam adalah sasaran atau maksud-
maksud di balik hukum itu. 
Sementara itu, sharī’ah dibedakan dari akidah, keyakinan, keimanan, 
akhlak, dan moral. Sharī’ah merupakan hukum atau aturan yang berdimensi 
aktivitas fisik lahirah (tingkah laku) manusia, bukan hukum atau aturan yang 
dimensi akal intelektual atau hati (spiritual). Dalam terminologi para ahli 
hukum islam, sharī’ah dirumuskan sebagai aturan-aturan yang menyangkut 
tingkah laku manusia yang bersumber dari teks-teks al-Qur’an dan al-
Sunnah.2 Dalam definisi yang lebih singkat dan umum al-Raysuni 
sebagaimana dikutip Ahmad Mawardi menyatakan bahwa sharī’ah bermakna 
 
1 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah, terj Rosidin dan Ali Abd 
Mun’im (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), 31 
2 Husein Muhammad, “Hukum Islam Yang Tetap Dan Yang Berubah”, dalam Islam Nusantara 





sejumlah hukum ‘amaliyah yang dibawa oleh agama islam, baik yang 
berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislalsi hukumnya.3 
Adapun makna maqāṣid al-sharī’ah secara istilah adalah al ma’āni 
allati shuri’at lahā al-ahkām4 yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan 
penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka 
menetapkan hukum, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan maqāṣid al-
sharī’ah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak 
ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash. 
Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengatakan yang dimaksud maqāṣid 
al-sharī’ah adalah nilai-nilai dan sasaran sharī’ah yang tersirat dalam 
segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-
sasaran tersebut dianggap sebagai tujuan dan rahasia sharī’ah, yang 
ditetapkan oleh al-shari' dalam setiap ketentuan hukum. 
Ulama’ ushul fiqih mendefinisikan maqāṣid al-sharī’ah dengan 
makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyari’atkan suatu 
hukum bagi kemashlahatan umat manusia. Maqāṣid al-sharī’ah menurut para 
ulama ushul fiqih disebut juga asrār al-sharī’ah, yaitu rahasia-rahasia yang 
terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’, yang berupa 
kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.5 
 
3 Ahmad Mawardi, Fiqih Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Mqashid Al-Syari’ah dari 
Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta, LKiS, 2010), 179  
4 Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi al-Qawaid al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar al Ma’arif, 
1980), 186. 





Sedangkan dalam pandangan Yusuf Qardhowi dalam bukunya 
“Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “Mu’jam al-Fadz al-
Qur’an al-Karim” menjelaskan bahwa kata sharī’ah berasal dari kata 
shara’a. al-Shari’a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau 
juga berasal dari kata shir’ah dan sharī’ah yang berarti suatu tempat yang 
dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang 
mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain6 kesamaan sharī’ah 
dengan arti bahasa sharī’ah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari 
segi bahwa siapa saja yang mengikuti sharī’ah itu, ia akan mengalir dan 
bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-
tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan sharī’ah sebagai 
penyebab kehidupan jiwa manusia.7 
Dalam karyanya al-Muwāfaqāt, al-Shāṭibī mempergunakan kata 
yang berbeda-beda berkaitan dengan maqāṣid al-sharī’ah. Kata-kata itu ialah 
maqāṣid al-sharī’ah, al- maqāṣid al-shariyyah fi al-shariah, dan maqāṣid min 
shar’i al-hukm.8 
Menurut al-Shāṭibī sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri: 
شريعة ....وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين هذه ال
 والدنيا معا
Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk menegakkan 
(terwujudnya) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.9 
 
 
6 Yusuf Qardhowi, Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia, 
(Bandung: Pustaka Mizan, 2003), 13 
7 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), 2-3. 
8 Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Shari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 21. 




Ada yang menganggap maqāṣid merupakan maslahah itu sendiri, 
yang mendatangkan maslahah dan atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim 
menegaskan bahwa sharī’ah itu berdasarkan hikmah-hikmah dan maslahah-
maslahah bagi kepentingan manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan 
hukum yang terjadi pada diri manusia berlaku berdasarkan perubahan zaman 
dan tempat adalah untuk menjamin sharī’ah dapat mendatangkan 
kemaslahatan kepada manusia.10 
Ada juga yang memahami maqāṣid sebagai lima prinsip islam yang 
asas yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
keturunan dan memelihara harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama 
klasik yang menganggap maqāṣid itu sebagai logika pensyariatan sesuatu 
hukum.11 
Dari definisi diatas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud 
dengan maqāṣid al-sharī’ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang 
disyariatkan kepada umat manusia. Terlepas dari perbedaan kata yang 
digunakan dalam mendefinisikan maqāṣid al-sharī’ah adalah tujuan-tujuan 
akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya sharī’ah. 
2. Dasar Hukum Maqāṣid al-Sharī’ah 
Penekanan maqāṣid al-sharī’ah yang dilakukan oleh al-Shāṭibī secara 
umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan 
 
10 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, jilid III, (Beirut, Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 
1996 M), 37. 




bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Beberapa ayat al 
Qur’an yang menunjukan maqāṣid al-sharī’ah adalah sebagai berikut.12 
Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah tentang pengutusan Rasul; 
َٓرحٓ نَٓ َسلٓ أَر َٓٓوَما ٓ  لَِميَنٓٓعَٓ ل ِلٓ َٓمةٓ َكٓإَِّلا
Dan Tidaklah Kamimengutuskamu, melainkan sebagai rahmat bagi 
semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya : 107) 
 
Penekanan maqāṣid al-sharī’ah dalam ayat ini adalah tujuan dari 
pengutusan rasul yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. 
ٓ ُسل  ِٓللنااِسَٓعلَىٓرُّ ٓيَُكوَن ِٓلئَلا َٓوُمنِذِريَن ِريَن بَش ِ ٓٱٓمُّ
ةُ  ُٓحجا ِ ٓبَعٓ َّٓللا ُسِلٓ ٱدَ َٓوكَٓٓلرُّ َٓعِزيًزآٱاَن ُ َّللا
 اَحِكيمٓ 
 
Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah 
setelah rasul-rasul itu diutus. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana (Q.S. An-Nisa : 165) 
 
 
Penekanan maqāṣid al-sharī’ah ini adalah pengutusan rasul sebagai 
pemberikabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia 
untuk membantah perintah Allah.  
Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Shāṭibī mengatakan bahwa maqāṣid 
al-sharī’ah dalam arti kemaslahatan terdapat di dalam seluruh aspek-aspek 
hukum. Dalam artian apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum 
yang tidak terlihat secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis  
melalui maqāṣid al-sharī’ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum 
dari agama islam yang hanif.13 
 
12 Abdul Mughist, Ushul Fiqh Bagi Pemula, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), 116. 




B. SEJARAH PERKEMBANGAN MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH 
Berbicara mengenai teori maqāṣid al-sharī’ah, tentu tidak dapat 
dilepaskan dari pembahasan tentang maslahah, Hal ini karena sebenarnya dari 
segi substansi, wujud maqāṣid al-sharī’ah adalah mencakup nilai-nilai 
kemaslahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teori maslahah menjadi 
acuan dalam setiap pemahaman keagamaan. la menempati posisi yang sangat 
penting dalam kajian ilmu ushul al-fiqh dan fikih. 
Secara umum sejarah lahirnya maqāṣid al-sharī’ah dapat dibagi menjadi 
tiga periode. Pertama: periode permulaan Islam atau periode kenabian 
Muhammad Saw. Periode ini merupakan periode pengenalan maqāṣid al-sharī’ah 
yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk isyarat-isyarat dilalah 
yang belum rinci, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang 
belum diteorikan. Kedua: periode shahabat dan tabi'in. Pada masa ini mulai 
diketahui perkembangan pesat sejarah maqāṣid al-sharī’ah. Dan periode ketiga 
atau yang terakhir adalah periode pasca sahabat dan tabiin, sehingga menjadi 
disiplin kajian ilmu tersendiri oleh para ulama ushuliyyin dan fuqaha'. 
1. Maqāṣid al-Sharī’ah Pada Masa Permulaan Islam 
Ulama ushul mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw, sudah 
ada petunjuk yang mengacu perananpenting dari pada maqāṣid al-sharī’ah 
dalam pembentukan hukum Islam. Misalnya, sebagaimana diriwayatkan 
dalam sebuah hadits, dimana Rasulullah Saw pernah melarang penduduk 
Madinah yang beragama islam menyimpan daging qurban, kecuali sekedar 




ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah Saw tersebut.  
Yang mana mereka menyimpan daging qurban sebagai bekal lebih dari tiga 
hari. Lalu peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah Saw. Rasulullah 
Saw kemudian membenarkan dengan mengatakan bahwa: dahulu aku 
melarang kalian menyimpan daging qurban karena kepentingan ad-daffah 
(para pendatang dari kampungan Badui yang datang ke Madinah karena 
membutuhkan daging qurban). Tetapi sekarang simpanlah daging-daging 
qurban itu (karena sudah tidak adalagi tamu yang membutuhkannya).14 
Juga sebagaimana di jelaskan dalam hadits lain Rasulullah Saw 
pernah melarang melakukan ziarah kubur karena akan dikhawatirkan menjadi 
pemujaan terhadap roh-roh orang yang sudah meninggal secara berlebihan 
sehingga dapat menimbulkan kesyirikan. Tetapi kemudian, Rasulullah Saw 
malah membenarkannya dan membolehkan umat Islam untuk berziarah 
kubur. 
Dari peristiwa itu ada petunjuk dan arti penting maqāṣid al-sharī’ah 
dalam penetapan hukum. Seperti kasus daging qurban di atas, larangan 
menyimpan daging qurban adalah memberi kelapangan kepada Badui yang 
datang dari perkampungan. Ini adalah maqāṣid al-sharī’ah dari larangan 
menyimpan daging qurban. Akan tetapi setelah orang badui tersebut tidak 
lagi membutuhkan, maka larangan menyimpan dagingpun tidak diberlakukan 
lagi. Begitu juga dengan hadits yang kedua tentang perempuan yang 
 
14 Al-Muwaththa’ Imam Malik Hadist Nomor 1057, dalam Abd Al-Sanad Hasan Yamamah, 
Mausu’ah Syuruh Al-Muwaththa’ Li Al-Imam Malik Bin Anas, (Kairo: Markas Hajar Li Al-





menziarahi kuburan dikarenakan takut jatuh kedalam kesyirikan, akan tetapi 
ketika beberapa tahun kemudian di mana keimanan mereka sudah bagus, 
maka Rasulullah Saw tidak melarangnya lagi. Ini menjadi bukti bahwa 
maqāṣid al-sharī’ah telah berkembang pada zaman Rasulullah Saw, hanya 
saja hal tersebut belumlah diistilahkan dalam kategori ilmu-ilmu (ushul fiqih). 
2. Maqāṣid al-Sharī’ah Pada Periode Sahabat dan Tabi’in 
Para sahabat dan tabi’in dalam menyikapi hukum-hukurn Islam 
(berijtihad) secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial, melalui dimensi 
sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban ideal 
Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi sahabat 
terhadap syari’ah adalah dengan memahami maqāṣid al-sharī’ah (tujuan-
tujuan syar’ah). 
Dalam setiap kali ijtihadnya, tipologi penalaran para sahabat cukup 
berbeda-beda ada yang berijtihad dengan metode analogi (qiyas), 
pertimbangan kemaslahatan (mashlahah), istihsan, tindakan preventif (sadd 
al-dzari’ah) dan pertimbangan adat-istiadat (al-'urf).  
Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks 
keagamaan (al-Qur'an dan as-Sunnah) sangat terbatas ketika harus 
berhadapan dengan kompleksitas permasalahan (al-nusûs mutanāhiyyah, wa 
al-waqai' ghayr mutanāhiyyah). Sehingga pada waktu itu peran ijtihad guna 
menggali makna tersirat dari teks (wahyu) tersurat merupakan solusi yang 




Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi maqāṣid 
al-sharī’ah seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Mereka merupakan 
orang yang paling mengerti maqāṣid al-sharī’ah (tujuan serta sasaran 
kandungan al-Qur'an dan Sunnah), karena mereka menyaksikan dan terlibat 
langsung dalam proses pembentukan dasar-dasar syari'ah karena mereka 
hidup satu masa dengan Rasulullah SAW. 
Banyak contoh kasus pada masa sahabat dalam beberapa ketetapan 
hukum yang menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī’ah, misalnya yang 
pernah dilakukan Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat 
untuk kelompok non muslim, karena semula pemberian zakat kepada mereka 
adalah agar mereka memeluk Islam. Akan tetapi setelah islam kuat dan 
keadaan telah berubah, maka Umar tidak memberikan bagian zakat untuk 
mereka. 
Contoh lain misalnya yang terjadi pada masa tabi'in berkenaan dengan 
teori melestarikan nilai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (fi 
maqāshid al-sharī’ah) dalam menetapkan hukum adalah Bilal Bin Abdullah 
Bin Umar Bin Khattab yang pernah bersumpah bahwa ia tidak akan 
memberikan izin kepada wanita untuk pergi ke masjid dengan alasan adanya 
unsur mafsadah, pertimbangannya adalah karena perubahan zaman, hal ini 




15 Selengkapnya baca riwayat Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy, (Mesir: Al-Mathba’ah Al 




3. Maqāṣid al-Sharī’ah Pasca Sahabat dan Tabi'in 
Dalam perkembanganselanjutnya, posisi maqāṣid al-sharī’ah pada 
masa awal pasca sahabat dan tabi’in tidak begitu jelas dan terkesan 
dikesampingkan. Kajian tentang hukum islam atau fiqihhanya dikaitkan 
dengan ushul fiqih dan qawāid al-fiqih yang berorientasi pada teks dan bukan 
pada maksud atau makna di balik teks.16 Tiga hal ini menjadi unsur-unsur 
dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linear 
yang sama. Ushul fiqih menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk 
menuju fiqih, sementara qawaid fiqih menjadi pondasi dasar bangunan fiqih 
yang ada. Sedangakan maqāṣid al-sharī’ah yang menyumbangkan nilai-nilai 
dan spirit pada fiqih itu sendiri diletakkan dalam domain filsafat yang 
dianggap tidak bersentuhan langsung dengan istinbath hukum islam.17 
Tidak banyak kitab atau buku yang mengungkap perkembangan 
maqāṣid al-sharī’ah secara utuh. Kebanyakan karya tentang maqāṣid al-
sharī’ah adalah parsial dan terfokus pada kajian tokoh. Kalaupun kajiannya 
pada perkembangan maqāṣid al-sharī’ah secara umum, biasanya hanya 
berhenti pada al-Shāṭibī sebagai tokoh terakhirnya.18 
Walaupun dalam perkembangan hukum islam ditemukan beberapa 
karya tentang sisi rahasia, hikmah dan tujuan dari hukum yang menjadi 
bagian dari maqāṣid al-sharī’ah, seperti al-Shashi (w, 365 H), al-Amiri (W. 
381 H) al-Juwayni, al-Ghazali (w. 505/111 M), al-Shatibi (w. 790 H/1388), 
dan Ibn ‘Asyur (w. 1393 H/1973 M), perkembangan tersebut sangat lambat, 
 
16 Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas, 185. 
17 Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas , 185 




terpisah oleh interval waktu yang cukup Panjang, dan tidak secepat karya 
ulama dibidang fiqih, ushul fiqih dan qawāid al-fiqh. Dari masa al-Ghazali ke 
al-Shāṭibī terdapat interval waktu 2,5 abad vacum dari kajian khusus tentang 
maqāṣid al-sharī’ah, sementara setelah al-Shāṭibī dibutuhkan hampir enam 
abad untuk menanti kehadiran Ibn ‘Asyur yang kemudian dikukuhkan 
sebagai guru kedua (mu’allim tsani) dalam ilmu maqāṣid al-sharī’ah setelah 
al-Shāṭibī sebagai guru pertama (mu’allim awwal).19 
Sebagai sebuah konsep, makna maqāṣid al-sharī’ah ini berkembang 
dari makna yang hanya sebatas mengikuti arti kebahasaannya sampai pada 
pemaknaan yang merujuk pada sebuah konsep nilai, bahkan kemudian 
berkembang pada pemaknaan yang merujuk pada makna maqāṣid al-sharī’ah 
sebagai pendekatan dan basis Ijtihad (maqāṣid al-sharī’ah based Ijtihad). 
Dari beberapa variasi definisi yang pernah dikemukakan oleh para 
ahli hukum islam awal (klasik) menunjukkan bahwa persoalan maqāṣid al-
sharī’ah sangat terkait erat dengan masalah hikmah, illat, tujuan dan 
kemaslahatan sebagai tujuan akhir yang harus terealisasikan dalam setiap 
proses penetapan maupun pelaksanaan hukum islam. Pelacakan dan 
pertimbangan maksud-maksud syâri’ dalam proses ijtihad ini menurut  
maqasidiyyun tidak bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan terhadap 
kepatuhan kepada Tuhan sebagaimana yang dituduhkan para penentang 
maqashid, karena konsep ini diproyeksikan justru dalam rangka untuk melihat 
 




sesuai dan tidaknya perbuatan mukallaf pada maksud Tuhan (maslahah) yang 
bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (metodologis-rasional). 
Pertimbangan kemaslahatan inilah yang kemudian selalu dituntut 
dalam setiap proses ijtihad maupun produk ketentuan-ketentuan hukum Islam 
berbasiskan maqāṣid al-sharī’ah. Tujuannya adalah agar ketentuan hukum 
Islam tidak hanya sebatas jawaban akhir, tetapi sebagai upaya untuk 
merealisasikan sebuah kemashlahatan. Dalam kerangka inilah Al-Subqi 
menjadikan penguasaan maqāṣid al-sharī’ah secara sempurna sebagai salah 
satu persyaratan bagi seorang mujtahid. Karena maqāṣid al-sharī’ah bukan  
hanya  sebagai misi kerasulan Nabi,  tetapi  juga karena eksistensinya menjadi 
visi pokok dari seluruh pesan al-Qur’an. 
Hanya saja, pemaknaan maqāṣid al-sharī’ah pada masa klasik 
terutama sebelum al-Ghazali belum menampilkan maqāṣid al-sharī’ah 
sebagai makna koseptual yang utuh apalagi menjadi sebuah pengertian 
operasional yang kemudian bisa dijadikan sebagai basis dalam berijtihad. Ini  
artinya, bahwa konsep maqāṣid al-sharī’ah pada masa ini masih  berada 
dalam kisaran ranah konsep nilai belum terkonstruksi dalam sebuah bentuk 
kerja ijtihadiyah hirarkis yang dapat dioprasionalkan sebagai upaya untuk 
menghubungkan antara tuhan (sebagai pemilik maksud) dengan af’al al-
mukallifin.20 
 
20 Era pertumbuhan (nash’ah al-fikri al-maqasidi) 320-403 H dengan tokoh-tokoh Turmudzi al-
Hakim al-Qaffal al Shashi (w. 365/975), Abu Bakral-Abhari (w. 375/985), al-Baqilani 
(w.375/985), al-Juwayni (w. 478/1012)dan al-Ghazali (w. 505/1111). Era kemunculan (Zhuhur al-
fikri al-maqasidi) 478-771 H dengan tokoh-tokoh al-Razi (w. 606/1209), al-Amidi (w. 631/1233), 




Baru kemudian maqāṣid al-sharī’ah menjadi sebuah konsep yang 
tersusun secara hirarkis dan memungkinkan untuk dioprasionalkan setelah 
masa Imam Abu Ishaq al-Shāṭibī. Peran yang dilakukan ternyata tidak hanya 
menjabarkan definisi dan konsep nilai maqāṣid al-sharī’ah secara lebih 
sempurna, tetapi al-Shāṭibī telah mampu menampilkan landasan pola pikir 
dalam berijtihad dengan berbasiskan maqāṣid al-sharī’ah. Bahkan, ia disebut-
sebut sebagai orang yang telah berperan dalam menggeser posisi maqāṣid al-
sharī’ah yang tidak jelas menjadi hal yang mendasar dalam hukum karena 
kemampuannya mengantarkan posisi maqāṣid al-sharī’ah dari sebatas peran 
hikmah hukum menjadi dasar dalam penetapan hukum. Dengan argumen 
rasionalnya ia juga dianggap mampu mengeser posisi maqāṣid al-sharī’ah 
yang bersifat zanni menjadi sesustu yang bersifat qath’i.21 
Problematika hukum yang begitu banyak dan mandulnya ushul fiqih 
dalam berdialektika dengan zaman mendorong al-Shāṭibī untuk merefresh 
(menyegarkan kembali) kajian teoritis ushul fiqh, dengan memasukkan 
konsepsi maqāṣid al-sharī’ah sebagai konsiderasi utama, sebagaimana yang 
dipaparkan dalam kitab al-muwāfaqat. Sehingga pada masa al-Shāṭibī inilah 
maqāṣid al-sharī’ah menjadi bagian dari ushul fiqh. Disinilah terjadi 
pertemuan antara teori hukum Islam dan filsafat hukum islam.22 
Kejelasan konsep maqāṣid al-sharī’ah ini tergambar dari penjelasan-
penjelasan al-Shāṭibī yang menganggap bahwa seluruh beban syari’ah harus 
 
21 Era Perkembangan (Thatawwur al-fikri al- maqasidi) 771-790 H dengan tokoh Ibn Taymmiyyah 
(w. 728/1327), Ibn Qayyim (w. 751/1350), al-Syatibi (w. 790/1388). Masa Ibnu Asyur (w. 
1379/1973) disebut masa peralihan maqashid menjadi kajian mandiri.   




diorientasikan pada kepentingan penjagaan kemashlahatan manusia  di  dunia 
dan di akhirat.  Baik untuk penjagaan hal yang masuk katagori primer 
(daruriat/maqāsid al-Ula), maupun yang masuk katagori hajiat 
(Sekunder/Maqāsid al-Stanawiyah) dan tahsiniat (Tersier/Maqasid al-
Tawabi’ah). 
Dengan demikian, seluruh aktifitas manusia harus berada dalam 
kerangka maksud Syâri’ tersebut. Pertimbangan maslahah ini menjadi penting 
karena tanpa terpeliharanya ketiga hal tersebut kebahagiaan manusia baik di 
dunia maupun akhirat tidak akan pernah terperoleh. Sayangnya,  
perkembangan  konsep maqāṣid al-sharī’ah setelah sempat terkonstruks ini 
menjadi terhenti (buntu) sekitar enam abads ampai datangnya Muhammad 
Thahir Ibnu Asyur yang menjadikan maqāṣid al-sharī’ah sebagai kajian 
disiplin keilmuan yang mandiri. Berkat kreativitas intelektual Ibnu Asyur 
inilah pemaknaan konsep maqāṣid al-sharī’ah menjadi lebih konkrit dan 
operasional. Dalam konteks ini, maqāṣid al-sharī’ah mulai diartikan sebagai 
kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh al-shari’ untuk mewujudkan 
kemashlahatan kehidupan  manusia maupun kemashlahatan umum.23 
Pada prinsipnya, sepanjang perjalanan hukum islam, para ahli Ushul 
sepakat untuk memposisikan maqāṣid al-sharī’ah ini sebagai tujuan akhir 
yang harus terealisasi dalam pelaksanaan syari’at, baik dalam konteks 
maqasid al-shari’ah al-’ammah maupun maqasid al-shari’ah al-khassh 
sebagaimana tercove rdalam masing-masingq adliyah hukum Islam. Sebagai 
 
23 Ishaq, Maqashid al-Syari’ah Based Ijtihad Dalam Contemporery Islamic Law, Interets, (Vol. 




tujuan akhir diaplikasikannya syari’at, maqāṣid al-sharī’ah inipun kemudian 
dijadikan sebagai indikator utama dari validitas atau tidaknya penetapan 
ketentuan hukum. Hanya saja, karena kurangnya pemahaman terhadap 
konsep maqāṣid al-sharī’ah ulama klasik menurut al-Shāṭibī cenderung 
mengenyampingkan posisi strategis konsep ini dalam ranah ijtihad. Mereka 
justru memposisikan bahkan mengungkungnya dalam domain filsafat yang 
tidak bisa bersentuhan langsung dengan proses isthinbat hukum islam.24 
Tampilnya formulasi dan kerangka kerja teoritis maqāṣid al-sharī’ah 
merupakan wujud kesadaran akademis al-Shāṭibī untuk mengembalikan  
vitalitas hukum  Islam  yang senyatanya mampu berdialog dengan tuntutan 
realitas sosial yang kemudian terhenti setelah mengalami berbagai distorsi 
dalam perjalanan sejarahnya. Begitu juga halnya dengan Ibnu Asyur yang 
tidak lagi menganggap maqāṣid al-sharī’ah hanya sebagai konsepsi nilai 
yang perannya sebatas pembungkus fikih dan Ushul fiqih, tetapi mengangkat 
posisinya dan mengoptimalkannya menjadi sebuah pendekatan dan 
pertimbangan utama dalam setiap proses ijtihadiyah. Dan akhirnya, maqāṣid 
al-sharī’ah ini dipandang sebagai hal yang substansial dan harus eksis dalam 
setiap proses ijtihadiyah sebagaimana yang menjadi keharusan dalam 
pendekatan sistem dalam penetapan hukum islam (system aproacch) yang 
digagas oleh Jasser Audah.25 
 
24 Syahrial Dedi, Perluasan Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kaji Ulang  Wacana Hifdz Al-‘Ummah 
A. Djuzuli. (Al-Istinbath. 1, 2016): 47. 
25 Masa setelahnya sampai dengan sekarang al-Maqasid menjadi pendekatan, menuju puncak 
kejayaan yang ditandai penggunaanya sebagai rujukan dan dalil dalam menjawab persoalan 
kontemporer. Penanda penggunaan al-Maqasid menjadi pendekatan adalah karya Gamal al-Din 




C. PEMBAGIAN MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH 
Usaha dalam rangka mengkaji prinsip-prinsip umum telah banyak 
dilakukan oleh ulama’ terdahulu. Ibn al-Qayyim mengungkapkan bahwa syari’at 
dasar dan landasannya adalah hikmah dan terwujudnya kemaslahatan manusia di 
dunia dan akhirat. Syari’at itu merupakan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan 
hikmah secara menyeluruh. Segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan, 
dari maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke kesia-siaan. ia bukanlah 
termasuk di kategorikan syari’at, walaupun dengan interpretasi yang 
bagaimanapun.26
 
Pendapat ini sangat sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah. 
Kaitannya dengan pembagian maqāṣid al-sharī’ah Imam al-Shāṭibī 
membagi maqasid atau maslahat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1). al-
Masālih al-daruriyyah, 2). al-Masālih al-Hajiyyah, 3). al-Masālih at-tahsiniyah. 
Maslahat yang pertama atau al-Masālih al-daruriyyah mencakup beberapa 
bagian, yakni: memelihara agama (hifz ad-din), memelihara jiwa (hifz an-nafs), 
memelihara akal (hifz al-‘aql), memelihara keturunan (hifz an-nasl), dan 
memelihara harta (hifz al-mal). Kelima mashlahat ini selanjutnya disebut al-
kulliyyat al-khamsah. 
Dari ketiga jenis pmbagian tersebut, ketiganya saling berkaitan antara 
yang satu dengan lainnya. Terdapat keterkaitan makna yang tidak dapat 
dipisahkan. Diantara penjelasannya antara lain: 
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1. Maqāṣid al-Ḍaruriyyāh 
Maqāṣid al-ḍarûriyyāh merupakan sesuatu yang mutlak ada demi 
kelangsungan hidup manusia. Dalam hubungan ini pula al-Shāṭibī 
mengemukakan bahwa tujuan awal dari syari’at adalah menegakkan kelima 
dasar maqāṣid ini dan menjaga keberlangsungannya.27 
Maqāṣid al-ḍarûriyyāh dalam ilmu maqāṣid adalah menjaga lima 
perkara pokok dalam agama. hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-mal, hifz al-
nasl, dan hifzu al-aql. Adapun maqāṣid al-ḍarûriyyāh adalah tingkatan ilmu 
maqāṣid yang pertama. Karena perkara yang berkaitan dengan dunia dan 
akhirat terbangun di atas perkara pokok tersebut. 
Sebagaimana firman Allah : 
Wahai orang orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan 
musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu 
sampaikan kepada mereka (berita berita Muhammad) karena kasih 
sayang. (Q.S Al Mumtahanah: 1) 
 
Dalam ayat tersebut meliputi beberapa al-ḍaruriyyāh al-khomsah 
karena dengan tidak adanya kesyirikan terhadap Allah menunjukkan bahwa 
terpeliharanya ad-dīn, mencegah terjadinya bentuk pencurian menunjukkan 
penjagaan terhadap harta, mencegah laki-laki dan wanita berzina 
menunjukkan penjagaan terhadap nasab, dan pencegahan pembunuhan 
menunjukkan penjagaan terhadap jiwa, begitu juga dengan pelarangan 
khamr menunjukkan penjagaan terhadap akal manusia.28 
 
27 Selengkapnya baca Muhammad Nasir, Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di 
Indonesia, Jurnal At-Tafkir (Vol. IX No. 1 Juni 2016), 40 




Hal-hal yang menjadi kebutuhan primer manusia seperti yang telah 
diuraikan adalah bertumpu pada lima hal, yakni: Agama, jiwa, akal, 
kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-
masing lima hal tersebut,  
a. Memelihara Agama 
Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat 
kepentingannya dapat dijabarkan menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara agama dalam peringkat ḍaruriyyāt yakni memelihara 
dan menjalankan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam 
peringkat primer, contoh: menjalankan kewajiban shalat fardhu 
(lima waktu). Ketika kewajiban shalat diabaikan, maka keberadaan 
agama akan terancam. 
2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yakni melaksanakan 
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: 
melakukan shalat jama’ dan qashar ketika bepergian (musafir). 
Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam 
eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya. 
3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, 
seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun 
diluar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. 




b. Memelihara Jiwa 
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara jiwa pada peringkat daruriyat adalah memenuhi 
kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk 
mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok 
tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia. 
2) Memelihara jiwa pada peringkat hajiyat adalah dianjurkan untuk 
berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau 
kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan 
manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. 
3) Memelihara jiwa pada peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya 
tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan 
dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam 
eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya. 
c. Memelihara Akal 
Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi 
menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara akal pada peringkat daruriyat, seperti diharamkan 
mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan 
ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia. 
2) Memelihara akal pada peringkat hajiyat, seperti dianjurkan untuk 




tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit 
seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya. 
3) Memelihara akal pada peringkat tahsiniyat, menghindarkan diri 
dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu 
yang tidak ada faedahnya. Kegiatan itu semua tidak secara 
langsung mengancam eksistensi akal manusia. 
d. Memelihara Keturunan 
Memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat 
kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga: 
1) Memelihara keturunan pada peringkat daruriyat, seperti anjuran 
untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal 
ini diabaikan akan mengancam eksistensi keturunan dan harga diri 
manusia. 
2) Memelihara keturunan pada peringkat hajiyat, seperti ditetapkan 
talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila talak tidak 
boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak 
bisa dipertahankan lagi. 
3) Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyat, seperti: 
disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam 
pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara seremoni 




keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit 
kehidupannya. 
e. Memelihara Harta 
Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat 
dibagi menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara harta pada peringkat daruriyat, seperti: disyariatkan 
oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual 
beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak 
benar seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Apabila aturan 
tersebut dilanggarakan mengancam eksistensi harta. 
2) Memelihara harta pada peringkat hajiyat, seperti dibolehkan 
transaksi jual-beli saham, istishna (jual beli order) dsb. Apabila 
ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi 
harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk 
melakukan pengembangannya.  
3) Memelihara harta pada peringkat tahsiniyat, seperti perintah 
menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut 
hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam 
kepemilikan harta apabila diabaikan.29 
2. Maqāṣid al-Hājiyyāt 
Maqāṣid al-hājiyyāt merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan 
untuk mendatangkan kelapangan dan mengangkat kesempitan yang melekat 
 
29 Ahmad Hamdani, Teori Maqashid Al-Syari’Mustafa Syalābiah Imam Al- Syathibi, (Kudus: 




dengan luputnya yang dituntut. Muhammad Abu Zahrah mendefenisikannya 
dengan segala sesuatu yang oleh hukum syara’ bukan ditujukan untuk 
memelihara maqāsid al-khamsah itu, tetapi lebih dimaksudkan untuk 
menghilangkan masaqat, kesempitan atau ittiyat terhadap lima pokok 
tersebut. 
Ali Hasaballah menyebutkan bahwa hajiyat berarti suatu kebutuhan 
yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan masaqat dan kesulitan, 
jika ia tidak ada maka tidak akan menyebabkan hilangnya hal daruriyyat, 
tetapi akan dapat menyebabkan masaqat dan kesulitan. Contoh hajiyat 
dalam hukum syara’ diberikan keringanan beribadah ketika ada masaqat 
karena sakit atau musafir,  sedangkan dalam adat dibolehkannya berburu,  
sedangkan dalam muamalah dibolehkannya untuk melakukan jual beli 
salam.30 
3. Maqāṣid al-Tahsiniyyāt 
al-Shāṭibī menyebutkan bahwa tahsiniyat merupakan kebutuhan 
yang menunjang peningkatan martabat dan akhlak seseorang dalam 
masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Bila ia tidak 
ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, dan tidak 
akan menimbulkan masaqat dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai 
tidak pantas dan layak menurut kadar kepantasan tata krama dan etika. 
Ali Hasaballah mendefenisikan tahsniyat dengan perkara yang tidak 
termasuk ke dalam dua kebutuhan di atas (daruriyat dan hajiyyat), tetapi 
 




kembali kepada menjauhi hal yang janggal dari sudut pandang akal sebagai 
contoh  menutupaurat dan berhias ketika ke masjid.31 
D. URGENSI MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH DALAM IJTIHAD DAN 
METODE ISTINBATH HUKUMY ANG BERKAITAN DENGAN 
MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH 
Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yang terdahulu, tujuan 
utama disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan sekaligus 
menghindarkan kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam 
kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Quran dan hadits maupun 
yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. 
Menurut al-Shāṭibī, antara ijtihad dengan maqāṣid al-sharī’ah tidak dapat 
dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara’ secara 
optimal. Upaya penggalian hukum syara’ itu berhasil apabila seorang mujtahid 
dapat memahami maqāṣid al-sharī’ah.32 Oleh karenanya pengetahuan tentang 
maqāṣid al-sharī’ah adalah salah satusyarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid. 
Metode maqāṣid al-sharī’ah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir 
dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu kemaslahatan umat 
manusia. Pencarian para ahli ushul fiqih terhadap al-maslahah atau kemaslahatan 
itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah 
digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada  
dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan kemaslahatan umat 
manusia, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang 
 
31 Ali Hasaballah, Ushul al- Tasyri’ al- Islamy, 297. 





kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun dalam 
hadis. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode 
penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada maqāṣid 
al-sharī’ah.33 
Syari’ah tentu saja mempunyai tujuan dari implementasinya, ia hadir 
sebagai respon solutif terhadap segala problematika aktual zaman. Adanya 
maqāṣid al-sharī’ah adalah sebagai tanda dan petanda adanya dialektika antara 
teks (nash) dengan realitas. Pengetahuan mengenai maqāṣid al-sharī’ah bertujuan 
memahami teks dengan memahami tujuan dari teks mengeluarkan dalalahnya, 
karena pengetahuan tentang syari’ah melahirkan pengetahuan tentang maqasid. 
Kajian mengenai maqāṣid al-sharī’ah membawa kita kepada pemahaman tentang 
hakikat at-tasyri’, khususnya dalam ayat-ayat hukum.34 
Untuk mengetahui bagaimana cara menetapkan maqāṣid al-sharī’ah dari 
suatu ketetapan syariat. Para ahli maqashid menyatakan bahwa maqāṣid al-
sharī’ah dapat ditentukan melalui empat media, yaitu melalui penegasan al-
Qur’an, penegasan al-Hadist serta melalui kerja istiqra’ (riset Induktif), dan 
melalui kerja logika dan penalaran (al-ma’qul).35 Al-qur’an dan al-hadist 
seringkali menyebutkan secara eksplisit alasan atau tujuan darus disyari’atkannya 
suatu ketetapan hukum, tetapi seringkali pula alasan atau tujuan hukum dibiarkan 
menjadi implisit dan bahkan tidak dinyatakan sama sekali. Untuk itu ‘illat dan 
 
33 Akmaludin Sya’bani, Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad, (Jurnal El-Hikam, Volume 
VII, 2015), 138.  
34 Akmaludin Syaban, Maqasid Al-Syari’ah ..., 127 




tujuan hukum itu harus ditemukan dengan pengamatan dan penelitian secara 
seksama sehingga bisa dipahami dan dijadikan suatu rujuakn penetapa hukum.36 
Dalam konteks ini, ada dua cara penelitian yang bisa dilakukan seorang 
peneliti, yaitu pertama melakukan penelitian terhadap hukum-hukum yang telah 
diketahui illat nya melalui metode masalik al-‘illat dalam kerangka penetapan 
illat yang pasti sebagaimana yang terjadi dalam qiyas. Cara ini merupakan cara 
yang paling mudah untuk menemukan dan menetapkan illat hukum. Sementara 
cara yang kedua adalah dengan melakukan penelitian (research) terhadap dalil-
dalil yang kemungkinan memiliki illat yang sama. Penelitian dilakukan dalam 
kerangka penyelidikan untuk menetapkan illat yang benar-benar diikehendaki 
oleh al-shari’.37 
Proses ijtihad dalam menetapkan suatu hukum itu sendiri menurut 
Wahbah Zuhaily dibagi menjadi tiga macam, yakni: 1) Ijtihâd al-Bayâny yaitu 
ijtihad terhadap yang mujmal, baik karena belum jelas makna yang dimaksud 
maupun karena suatu lafal mengandung makna ganda (musytarak) ataupun adanya 
dalil yang tampak ditempuh jalan al-jam’u wa al-taufīq (mengumpulkan dan 
mengkompromikan kemudian ditarjih). 2) Ijtihad al-Qiyasy yaitu yang 
menganalogikan hukum yang disebut kepada masalah baru yang belum ada 
hukumnya, karena adanya persamaan illat. 3) Ijtihad al-Istishlahy yaitu ijtihad 
terhadap masalah yang tidak disebutkan di dalam sama sekali secara khusus 
maupun tidak ada mengenai masalah yang ada kesamaannya.38 
 
36 Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas, 209 
37 Ishaq, Maqashid al-syari’ah Based ijtihad..., 9. 




Sementara al-Shāṭibī menawarkan sebuah konsep ijtihad maqāsidī yang 
berupaya merealisasikan kemaslahatan tersebut yaitu model ijtihad istinbāti dan 
ijtihād tatbiqī. Ijtihad istinbāti adalah sebuah upaya untuk meneliti ‘illat yang 
dikandung oleh nās sementara ijtihad tatbīqī adalah upaya untuk meneliti suatu 
masalah di mana hukum diidentifikasi dan diterapkan sesuai ide yang dikandung 
oleh nas. Ijtihad ini disebut juga dengan tahqīq al-Manāt yang berfokus pada 
upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada 
dalam nas.39 Model ijtihad maqāsidī yang bertumpu pada illat dan kemaslahatan 
ini diharapkan mampu merespon pesatnya perkembangan zaman dalam 
menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkansecarajelas dalamalquran maupun 
hadits. 
Dalam konteks hubungan antara maqāṣid al-sharī’ah dan ijtihad sebagai 
sebuah metode penemuan dan penetapan hukum, maka corak penalaran yang 
dikembangkan dewasa ini adalah corak penalaran ta’lili dan corak penalaran 
istislāhi. Corak penalaran ta’lili adalah sebuah upaya penggalian hukum yang 
bertumpu pada penentuan ‘illat-‘illat hukum yang terdapat dalam suatu nas. 
Penalaran ta’lili ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa nas al-Qur’an maupun 
 
39 Abū Ishāq al-Shatibi, al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari’ah. (Beirūt: Dār al Maārifah, t, th), 89. 
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hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan 
penyebutan ‘illat-‘illat hukumnya.40 
Dengan memperhatikan ‘illat yang terkandung dalam nas, maka 
permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya oleh 
seorang mujtahid melalui penalaran terhadap illah yang ada dalam nas tersebut. 
Dalam perkembangan pemikiran ushūl fiqh, corak penalaran ta’lili ini adalah 
dalam bentuk metode qiyās dan istihsān. 
Sementara corak penalaran istislāhi adalah sebuah upaya penggalian 
hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari 
al-Qur’an dan hadis. Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah 
kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. 
Artinya, kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis 
secara langsung baik melalui proses penalaran bayāni maupun ta’lili melainkan 
dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nas. 
Dalam perkembangan pemikiran ushūl fiqh, corak penalaran istislāhi ini 
terintegrasi dalam metode maslahah al-mursalah dan al-zari’ah.41 
Dalam perkembangan selanjutnya tampaknya pengembangan metode 
ijtihad yan telah dilakukan oleh ulama baik dalam corak penalaran ta’lili maupun 
corak penalaran istislāhi sangat memungkinkan karena dapat berperan besar 
dalam memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang muncul 
dewasa ini apabila diberi muatan dan pendekatan maqāṣid al-sharī’ah. Jika teori 
 
40 Achmad Musyahid Idrus, Korelasi Maqảshid Al-Syarị’ah Dengan Metode Penetapan Hukum, 
(Jurnal Hukum Diktum, Volume 12, 2014), 37. Selengkapya baca Muhammad Mustafa Syalābi, 
Ta’lil al-Ahkām (Beirūt: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981), 14-15. 





maqāṣid al-sharī’ah ini dikaitkan dengan pesatnya dan kompleksnya persoalany 
ang dihadapi umat sekarang ini, maka metode penetapan hukum yang dapat 
dikembangkan adalah metode ijtihad tatbīqi dengan memadukan corak penalaran 
ta’līli dancorak penalaran istislāhi.42 
Sementara hubungan antara maqāṣid al-sharī’ah dan metode penetapan 
hukum dapat dilihat pada substansi maqāṣid al-sharī’ah tersebut yakni 
mewujudkan kemaslahatan dan pengembangan metode penetapan hukum tatbīqi 
dengan corak penalaran ta’līli dan istislāhi. Keberadaan kedua corak penalaran 
tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara maqāṣid al-sharī’ah dan metode 
penetapan hukum dalam filsafat hukum islam memiliki hubungan yang erat 
sebagaimana yang terlihat dalam mekanisme ijtihad istinbāti dan tatbīqi tersebut 
di atas.43 Sehingga dengan memadukan dua metode di atas hasil ijtihad akan 
menjadi lebih komprehensif. 
E. KERANGKA ISTINBAT MASLAHAH DALAM MEMAHAMI 
MANFAAT PENCATATAN PERKAWINAN 
Yang dimaksud dengan kerangka istinbat maslahah disini adalah 
bagaimana membangun kerangka berpikir yang akan digunakan oleh penulis 
untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan pencatatan perkawinan 
melalui pendekatan maslahah.  
Agar penerapan maslahah dalam suatu masalah tetap sejalan dengan nilai-
nilai yang berlaku dalam hukum Islam serta tidak keluar dari kerangka maqasid 
al-shariah, para pakar usul al-fiqh membuat beberapa syarat yang harus dipenuhi 
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agar maslahah dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah 
hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-
Zuhaili sebagai berikut:44 
1. Maslahah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan 
syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyariatan sehingga tidak 
mengeleminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan 
dengan dalil-dalil yang qath’i yang terdapat dalam al-Quran maupun 
al-Hadis. 
2. Maslahah harus berupa maslahah yang sifatnya dapat diterima oleh 
akal/rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak 
dapat dibenarkan penggunanaannya. Dengan kata lain sifat maslahah 
harus hakiki dan tidak boleh diduga-duga. 
3. Maslahah harus bersifat umum. Yakni kemaslahatannya menyangkut 
hajat hidup orang banyak, bukan maslahah yang hanya dapat 
dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Sehingga 
dengan syarat ini tentu tidak dapat diterima alasan yang menolak 
penggunaan teori maslahah al-mursalah karena dianggap hanya 
mengikuti hawa nafsu dengan dalih suatu kemaslahatan. 
 
Sementara al-Ghazali mensyaratkan kemaslahatan yang dapat dijadikan 
hujjah dalam mengistinbathkan hukum, antara lain:45 
1. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’ 
2. Maslahah itu tidak meningalkan atau bertentangan dengan nas syara’ 
3. Maslahah itu termasuk kedalam kategori maslahah yang daruri, baik 
menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak 
dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang. 
 
Jika hendak menggunakan maslahah sebagai metode penetapan hukum 
maka secara keseluruhan dari syarat-syarat di atas harus terpenuhi. Jika satu dari 
syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka penerapan teori maslahah tidak dapat 
dibenarkan. Hal ini sebagai wujud kehati-hatian dalam memberikan sebuah 
ketentuan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak diatur secara eksplisit di 
dalam al-Quran maupun al-Hadis. 
 
44 Wahbah Zuhaily, Usul al-Fiqh Islami, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 799 





Dalam pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan dengan jelas tentang 
manfaat-manfaat yang diperoleh jika perkawinan yang telah dilangsungkan 
dicatatkan ke KUA atau ke Dinas Catatan Sipil. Inti dari manfaat pencatatan 
perkawinan adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban perkawinan, menjaga 
hak-hak suami istri, menjaga hak-hak anak dan sebagai bukti otentik (Akta) telah 
terjadinya sebuah proses perkawinan. 
Untuk itu kemaslahatan pencatatan perkawinan dapat diterima oleh akal/ 
rasional dan bersifat pasti (qath’i). Tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ 
serta tidak hanya menguntungkan salah satu pihak atau kelompok tertentu saja. 
Tetapi juga dapat dirasakan oleh siapa saja yang hendak melangsungkan 
perkawinan. 
Maksudnya semua manfaat dari pencatatan perkawinan di atas merupakan 
manfaat faktual (maslahah haqiqiyyah qot'iyyah) yang benar-benar terwujud 
bukan sekedar perkiraan atau dugaan semata (maslahah wahmiyyah). Dalam 
artian hukum yang ditetapkan nantinya akan benar-benar menghasilkan manfaat 
dan menghindarkan dari kemaḍharatan. 
Selain itu, manfaat pencatatan perkawinan tersebut juga bersifat umum 
(manfaat ‘ammah) karena yang memperoleh manfaat adalah semua pasangan 
perkawinan, bukan salah satu atau dua orang saja yang menikah. Melainkan Manfaat 
ini juga menyangkut kepentingan orang banyak, baik dari pihak suami, istri, anak 
bahkan masyarakat secara luas pun merasakan manfaat yang diperoleh dari 
pencatatan perkawinan ini.  
Manfaat pencatatan perkawinan juga sesuai dan selaras dengan prisip-prinsip 




diketahui, tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
sakinah, mawadah warohmah. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka sebuah 
perkawinan akan lebih mudah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah 
warohmah. Hal ini terjadi karena adanya kepastian hukum yang dapat menjamin dan 






KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DALAM 
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH 
A. Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia 
Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dijelaskan 
dalam bab-bab sebelumnya setidaknya diatur dalam beberapa ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai berikut: 
1. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2. 
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, 6 
dan 11. 
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang 
Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama. 
4. Pencatatan Perkawinan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 







7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 
Pencatatan Perkawinan1 
Peraturan perundangan-undangan yang memuat tentang aturan 
pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas perlu kita apresiasi karena 
keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ikhtiar pemerintah 
dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat dalam bidang perkawinan. Hal 
ini menjadi sangat penting karena tanpa diterapkan adanya ketentuan pencatatan 
perkawinan yang jelas akan timbul kekacauan dalam tata kehidupan masyarakat 
khususnya di bidang perkawinan. 
Tanpa adanya akta resmi berupa surat-surat perkawinan, akan sulit 
melakukan pembuktian secara sah bahwa telah terjadi suatu proses perkawinan 
yang terjadi  masyarakat. Jika ini terjadi maka tentu akan sangat merugikan dan 
berdampak besar  terhadap kehidupanberumah tangga terlebih terhadap pihak 
isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Misalnya, isteri tidak dapat lagi 
menuntut hak nafkah dari suaminya yang seharusnya menjadi haknya jika suatu 
saat terjadi perceraian. Begitu juga kaitannya dengan hak waris terhadap anak dan 
lain sebagainya. 
Namun demikian walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pencatatan perkawinan sudah ditetapkan sebagaimana disebutkan di atas. 
Di sisi lain terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan kritik yang kontstruktif 
sebagai bahan pertimbangan demi mewujudkan peraturan yang lebih memiliki 
nilai kemaslahatan kedepannya. 
 
1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Meteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pencatatan Perkawinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lihat pasal 45 PMA Nomor 






Salah satunya adalah tidak adanya ketegasan undang-undang tentang 
perkawinan dalam menetapkan status hukum keharusan melakukan pencatatan 
perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dilema 
hukum terkait dengan interpretasi status hukum pencatatan perkawinan. Sehingga 
menimbulkan perbedaan penafsiran atau interpretasi dikalangan ahli hukum 
dalam memahami regulasi pencatatan perkawinan ini.2 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat 
(1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat selanjutnya (2) menyatakan 
bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dua ayat ini kelihatan ragu-ragu dalam memberikan suatu ketentuan. 
Sehingga kemudian menimbulkan berbagai interpretasi dalam memaknai pasal 
tersebut. 
Perbedaan interpretasi itu dapat dibagi menjadi: Pertama, interpretasi 
diferensif, yakni interpretasi yang memisahkan regulasi sahnya perkawinan 
dengan regulasi kewajiban melakukan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang Perkawinan mengatur tentang keabsahan akad suatu perkawinan 
yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan perkawinan sebagai 
persoalan administratif perkawinan yang tidak terikat dengan syarat sahnya suatu 
perkawinan. Kedua pasal di atas secara tegas menyatakan apabila dalam agama 
 
2 Masruhan, Pembaharuan Hukum Pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif Maqāshid al-






dan kepercayaannya telah menyatakan sah atas suatu perkawinan, maka tidak ada 
alasan bagi negara untuk menyatakannya tidak sah.  
Kedua, interpretasi koherensif. Maksudnya adalah interpretasi yang 
menganggap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak 
boleh dipisahkan karena saling terikat satu sama lain. Sahnya perkawinan menurut 
hukum perkawinan nasional harus memenuhi dua hal, yaitu proses pelaksanaan 
perkawinan harusdilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan calon 
pengantin serta harus dicatatkan sesuai prosedur undang-undang. 
Dari kedua perbedaan penafsiran di atas. Penulis lebih cenderung 
terhadap pendapat kedua (interpretasi koherensif) yang menyatakan bahwa pasal 2 
ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif yakni, satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan karena berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan 
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat di jadikan sebagai syarat mutlak dalam 
proses perkawinan agar perkawinan di kalangan umat islam khususnya tidak 
terjadi masalah dikemudian hari, dengan menggunakan surat akta nikah secara 
resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan 
rujukan utama bangsa Indonesia mengenai tata aturan yang berlaku dalam 
persoalan perkawinan. Maka ketentuan dalam undang-undang perkawinan ini 
harusnya bersifat tegas. Sehingga memunculkan kesamaan persepsi dan tidak 
menimbulkan berbagai penafsiran yang bias atas pemaknaan terhadap peraturan 






pokok dan krusial. Perbedaan interpretasi tentu akan menimbulkan ambiguitas 
praktek hukum perkawinan, khususnya ketika penyelesaian perkara perkawinan 
pada lembaga-lembaga peradilan, baik yang bersifat  perdata maupun pidana. Hal 
ini sudah barang tentu akan berdampak negatif bagi kepastian hukum dalam 
masalah perkawinan. 
Sementara keberadaan KHI juga semakin menjadikan ‘njelimet’ nya 
status hukum pencatatan perkawinan di kalangan umat islam di Indonesia. Selain 
kedudukan KHI yang lemah dalam hirarki sumber hukum di Indonesia. KHI juga 
tidak konsisten. Ketidak konsistenannya ini nampak terdapat pada Pasal 4 dimana 
KHI menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan keharusan melakukan pencatatan 
perkawinan disebutkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 5 hinggan pasal 7. 
Keberadaan pasal-pasal dalam KHI ini tentu juga menimbulkan perbedaan 
penafsiran dalam memahami peroses pencatatan perkawinan sebagaimana dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Pun demikian, ketika ditelaah lebih dalam lagi, pada penjelasan umum 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak 
dijelaskan secara tegas tentang kewajiban melaksanakan pencatatan perkawinan, 
hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b sebagai berikut.3 
Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 






Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 
kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, 
suatuakta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
 
Penjelasan dalam undang-undang perkawinan hanya menjelaskan bahwa 
pencatatan perkawinan harus dilakukan dan sifatnya sama seperti pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kematian,  
kelahiran yang termaktub dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga 
dimuat dalam daftar pencatatan.  
Selain itu pada prakteknya sanksi yang diterapkan terhadap seseorang 
yang tidak melakukan pencatatan perkawinan juga dapat dikatakan tidak ada. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan 
ketentuan tentang sanksi. Peraturan tentang sanksi bagi mereka yang melanggar 
ketentuan pencatatan perkawinan hanya diatur dalam: 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, 
Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 3 Undang-undang tersebut 
menyatakan: Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah 
dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang 
dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 50 (Lima puluh rupiah).4 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 menyatakan 
bahwa pelanggaran terhadap pasal 10 ayat (3) yaitu bagi pelaku 
 






perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan PPN dikenakan hukuman 
denda setinggi-tingginya Rp.7.500.5 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 37 menyatakan bahwa perkawinan harus 
dicatatkan di instansi yang berwenang. Sedangkan sanksi bagi siapapun 
yang melanggar pasal 37 (perkawinan yang tidak dicatatkan) menurut 
pasal 90 hukumannya adalah denda paling banyak Rp 1.000.000. 
Dengan besaran nominal denda sebagai sanksi bagi seseorang yang tidak 
melakukan pencatatan perkawinan menurut penulis sudah tidak relevan lagi dan 
tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya. Seseorang yang tidak melakukan 
pencatatan perkawinan seharusnya diberikan sanksi yang dapat meberikan efek 
jera agar ketertiban perkawinan dalam masyarakat dapat terwujud. Jika tidak 
demikian, ketertiban administrasi kependudukan khususnya terkait pelaksanaan 
perkawinan dan akibat hukumnya nampakanya akan sulit terwujud. 
Disisi lain menurut penulis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
KHI yang mengatur pencatatan perkawinan juga bersifat fakultatif (tidak 
imperatif). Akibatnya pencatatan perkawinan masih sering diabaikan oleh 
masyarakat Indonesia. Apabila ketentuan perundang-undangan tentang 
perkawinan khususnya pencatatan perkawinan masih bersifat fakultatif, 
nampaknya akan sulit untuk dapat mencapai tujuan hukum yang memenuhi rasa 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
 
5 Peraturan Pemenrintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 






Melalui pencatatan perkawinan, segala madharat yang timbul dalam 
perkawinan dapat diminimalisir. Sebalikanya, jika perkawinan tidak dicatat akan 
timbul madharat daripadanya. Potensi madharat ini dalam Islam harus dihilangkan 
sebagaimana dikenal dalam kaidah fiqh6 
َرُر يَُزالُ   الضَّ
Kemadharatan dihilangkan sebisa mungkin 
 
 
Pemerintah sebagai penjelmaan dari fungsi ulil al-amri sebagaimana 
diungkapkan Abu Hasan al-Mawardi memiliki dua fungsi yakni menjaga agama 
dan mengatur urusan dunia berhak dipatuhi oleh warga negaranya,7 selama tidak 
mengajak terhadap kemungkaran dan mendatangkan kemadharatan. Dalam batas-
batas tertentu pemerintah berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-
undangan untuk mengantisipasi jangan sampai terdapat hal-hal yang merugikan 
dalam praktek terjadinya suatu ikatan perkawinan khususnya bagi pihak 
perempuan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang yang dirumuskan oleh Imam 
Syafi’i8 
لَحَ  ٌط بِالأَمصأ اِعيَِّة َمنُوأ َمِام َعلَى الرَّ ِ ُف اْلأ ةِ تََصرُّ  
Tindakan imam (pemimpin) terhadap kepentingan rakyatnya harus 
berdasarkan kemaslahatan. 
 
Perdebatan mengenai keabsahan perkawinan yang tidak dicatat 
sebagaimana diyakini masyarakat Indonesia sebagai living laws serta keharusan 
mencatatakan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang (positif laws) 
 
6 Kaidah ini juga terdapat dalam kitab al-Muwaththa` nomor 1234, Sunan Ibn Majah nomor 2331 
dan 2332. Periksa, Malik bin Anas, al-Muwaththa`, Vol. 5, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), 
7 Abu al-Hasan al-Mawardi, Ahkām al-Sulthāniyah , (Beirut, Dar al-Fikr, t. Th), 5. 






idealnya sudah selesai dan tidak akan ada perdebatan lagi jika didasarkan pada 
kaidah.9 
 حكم الحاكم إلزام ويرفع الخالف
Keputusan pemerintah sifatnya mengikat dan menghilangkan perbedaan 
pendapat. 
 
Juga berdasarkan kaidah  
بمستحب و جب واذا اوجب بجائز  اذا اوجب االمام بواجب تأكد وجوبه و اذا اوجب
 مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب ان كانت فيه
Apabila seorang pemimpin mewajibkan suatu perbuatan wajib, maka 
kewajibannya berubah menjadi sangat kuat. Apabila pemimpin 
mewajibkansuatuperbuatan sunnah maka perbuatan itu berubah menjadi 
wajib. Danapabila pemimpinmewajibkan suatu hukumyangasalnya mubah, 
apabila di dalamnyaterdapatpertimbangan kemaslahatanumumseperti 
kewajiban tidak merokokmakahukumnya menjadi wajib. 
 
Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini harus menjalankan tugasnya 
dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan bagi rakyatnya untuk 
segera mengupayakan aturan (regulasi) baru yang lebih maslahah.10 Karena 
persoalan pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan masyarakat dalam 
mewujudkan ketertiban dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota 
keluarga. Jika hak dan kewajiban masing-masing anggota setiap keluarga dalam 
suatu negara terpenuhi dan tertib, maka bisa diasumsikan suatu negara pun akan 
tertib, damai dan berlaku adil. Ketertiban, kedamaian hidup dan keadilan adalah 
nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan bagi setiap insan 
terutama bagi pemegang kekuasaan dalam suatu negara. 
 
9 M Noor Harisudin, Fikih Nusantara: Metodologi Dan Kontribusinya Pada Penguatan Negara 
Kesatuan Ri Dan Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia (Pidato Pengukuhan Guru Besar 
Ushul Fiqih, IAIN Jember, 2018), 38. Selengkapnya terkait Living Laws dan Positive Laws baca 
Juga M Noor Harisudin ”Diskursus Fikih Indonesia, Dari Living Laws menjadi Positive Laws,” 
(Jurnal al-Manahij, Vol. X No. 2). 
10 Lihat Supani, Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan, (Yogyakarta: CV Budi 






Dalam hal ini pemerintah perlu kiranya menyusun rencana anggaran 
program pembinaan dan membangun kesadaran hukum di tengah-tengah 
masyarakat, terutamadi kalangan remaja yang belum menikah dan yang akan 
menikah tentang perlunya melakukan pencatatan perkawinan agar mendapatkan 
akta nikah resmi dari pemerintah. Program ini dapat dilaksanakan oleh KUA 
Kecamatan melalui para penghulu serentak dengan pembinaan keluarga sakinah di 
daerahnya masing-masing. 
Selain itu pemerintah perlu mengkaji ulang beberapa pasal perundang-
undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan baik dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI maupun KMA (Keputusan Menteri Agama) 
yang tidak sejalan lagi dengan tuntutan perubahan zaman dan perkembangan 
teknologi dewasa ini. Perlu dipertimbangkan pasal-pasal baru yang tidak 
merugikan pihak perempuan, serta menerbitkan pasal yang mencantumkan sanksi 
dan hukuman yang berat bagi pasangan yang tidak melakukan pencatatan 
perkawinan, termasuk mereka yang menyuruh atau yang memfasilitasi nikah sirri 
(nikah di bawah tangan) atau praktek perkawinan yang tidak dicatatkan. Di 
samping itu, perlu penegasan dalam undang-undang, bahwa pernikahan yang sah 
itu adalah pernikahan yang terdaftardan tercatat di KUA dan dilaksanakan 
menurut agama atau kepercayaan yang dianutnya. Regulasi terkait sanksi ini dapat 
berupa hukum pidana terhadap pelaku yang tidak melakukan pencatatan 






maupun anak-anaknya dengan memberikan sanksi yang tegas dan memberi efek 
jera.11 
Dalam fikih jinayat, selain ḥudūd dan qiṣāṣ yang naṣnya ṣārīh (jelas), 
terdapat satu bidang tindak pidana yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. 
Tindak pidana itu disebut dengan ta‘zīr.12 Dikatakan menarik karena ta‘zīr 
merupakan salah satu bentuk hukuman dan juga pendidikan bagi orang-orang 
yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang tidak ada ketentuan ḥad dan 
kafaratnya di dalam al-Quran.  
Ta‘zīr pada dasarnya adalah sebuah proses pendidikan. Sampai di sini, 
walaupun ta‘zīr masuk dalam ranah bab pidana islam, namun ta‘zīr tidaklah 
dimaknai sebagai proses pembalasan ataupun penyiksaan. Lebih tepatnya ta‘zīr 
dipahami sebagai proses penyadaran. Dalam proses penyadaran tersebut para 
ulama telah merumuskan setidaknya dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan. 
Pertama, melalui ucapan seperti menasehati, mencegah dan mencela. Kedua, 
ta‘zīr dengan perbuatan seperti, mencambuk, memukul, mengikat, menahannya di 
dalam penjara, atau bisa juga dibunuh kendatipun dalam masalah ini 
penerapannya masih diperdebatkan. 
Wacana menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat dan 
atau rukun perkawinan kiranya juga perlu dipertimbangkan. Namun jika wacana 
 
11 Salah satu contoh negara yang telah menerapkan sanksi yang tegas terhadap sesorang yang 
melakukan perkawinan tanpa dicatatakan adalah negara Yordania dimana dalam Qanun Ahwal al-
Syahshiyyah nya Yordania No 17 memutuskan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan hukumnya 
adalah batal. Bagi warga negara yang melanggar peraturan tersebut akan dipidanakan dan dihukum 
sesuai Undang-Undang yang berlaku, yakni kurungan selama enam bulan, denda 100 Dinar, dan 
dipecat dari jabatan yang diembannya. Lihat selengkapnya al-Harawi, al-Zuwaj al-‘Urfi. 
12 Dalam Hukum Pidana Islam dikenal tiga sanksi: yaitu qisah, hudud dan ta’zir. Dalam konteks 
ini, pidana nikah atau perkawinan yang tidak dicatatkan adalah termasuk ta’zir yang model dan 






tersebut tidak mungkin untuk diwujudkan, dalam pandangan penulis pemerintah 
cukup dengan memberikan status hukum disertai sanksi yang tegas (ta’zir) 
terhadap pelakunikah sirri (tidak mencatatkan perkawinannya) walaupun tanpa 
memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat dan atau rukun 
perkawinan. Kendati terkesan memberatkan, regulasi ini tentu lebih sesuai dengan 
tujuan disyariatkannya hukum islam itu sendiri khususnya dibidang perkawinan.13 
Jika tidak demikian, ketertiban administrasi kependudukan nampaknya akan sulit 
terwujud. 
B. Analisis Maqāṣid al-Sharī’ah Terhadap Pelaksanaan Pencatatan 
Perkawinan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
Berlaku di Indonesia 
Al-Qur’an menyebutkan istilah perkawinan dengan kata nikāh dan misāq 
(perjanjian), dalam pengertian umum nikah sering diartikan sebagai al-dammu 
(menghimpun), al-jam’u (mengumpulkan), al-wat’u (setubuh) dan al-‘aqdu 
(perjanjian).14 Kata nikah sebagaimana dikutip Muhammad Nasir juga dapat 
dipahami dengan makna ittifāq (kesepakatan), dan mukhalathat (percampuran). 
Oleh karenanya, perkawinan atau nikah bisa bermakna suatu perjanjian atau 
kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dalam status suami istri.15 
 
13 Selengkapnya lihat M Noor Harisudin, Fikih Nusantara: Metodologi Dan Kontribusinya Pada 
Penguatan Negara Kesatuan RI ...., 39. 
14 Selengkapnya lihat Muhammad Nasir, Maqāshid Syariah dalam Pencatatan Perkawinan di 
Indoensia, (Jurnal At-Tafkir, Vol IX, 2016), 45. 






Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau 
mithāqan ghaliza16 untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Ini artinya perkawinan bukanlah sebatas kontrak keperdataan 
biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah.17 Perkawinan 
merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya dalam 
Undang-Undang Perkawinan dikenal asas-asas atau prinsip-prinsip dasar 
perkawinan diantaranya adalah: 
1. Tujuan perkawianan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. 
Oleh karena itu diperlukan saling membantu, mengisi dan melengkapi 
antara suami isteri agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan 
material. 
2. Dalam undang-undang ditegaskan bahwasanya suatu perkawinan dinggap 
sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing dan 
kepercayaannya, di samping juga perkawinan itu harus dicatat menurut 
perturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Undang-Undang Perkawinan ini pada dasarnya menganut asas monogami. 
Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum  
agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami boleh beristeri 
lebih dari satu. 
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri 
harus terlebih dahulu matang secara fisik maupun raganya untuk dapat 
 
16 Lihat QS AN-Nisa ayat 21 






melangsungkan akad perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat 
diwujudkan dengan baik tanpa berfikir pada perceraian serta mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. 
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip 
mempersulit terjadinya suatu perceraian. 
6. Hak dan kedudukan isteri haruslah seimbang satu sama lain, baik dalam 
kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat, 
sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga dapat 
dirundingkandan diputuskan bersama diantara suami istri.18 
Namun demikian dalam kajian fiqh munakahat, masalah pencatatan 
perkawinan oleh petugas yang diberi kuasa oleh pemerintah (uli al-amr), yaitu 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sivil (KCS) 
bagi non-muslim nyaris tidak ditemukan. Begitu pula dalam al-Quran dan al-
Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak ditemukan penjelasan yang 
secara ekspilisit membahas mengenai pencatatan perkawinan. Baik yang sifatnya 
memerintahkan ataupun yang melarang penerapannya. Ada kemungkinan ketika 
kitab-kitab fiqih itu ditulis, tahap kesadaran beragama dan tahap kejujuran dan 
keikhlasan kaum muslimin masih tinggi, sehingga kemungkinan terjadi 
penyalahgunaan institusi perkawinan sangat sedikit. Keberadaan saksi dan prosesi 
 






walimatul ursy sudah dianggap cukup memadai untuk terciptanya tujuan dan 
manfaat perkawinan pada saat itu.19 
Berbeda halnya dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana 
kompleksitas permasalahan perkawinan sudah semakin luas, ditambah lagi 
persoalan perkawinan sudah sangat terkait erat dengan sebagian besar aktifitas 
administrasi masyarakat seharai-hari, serta semakin sulitnya menjaga persyaratan 
saksi yang sangat ketat dalam kajian Islam, kesemua persoalan baru tersebut 
menuntut dilakukannya langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang 
ditimbulkan dari perkawinan. Sehingga keberadaan ketentuan pencatatan 
perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk reformasi (pembaharuan 
hukum) dalam bidang hukum keluarga islam melalui jalan ijtihad. 
Pembaruan hukum islam menjadi sangat penting di masa ini. Supaya 
hukum Islam tetap dapat menjawab segala persoalan-persoalan baru yang muncul 
dikemudian hari.20 Berkaitan dengan pencatatan perkawinan diharapkan nantinya 
 
19 Pencatatan perkawinan memang tidak mendapat perhatian serius dalam kajian fikih, hal ini 
diduga disebabkan oleh beberapa hal, pertama; adanya larangan untuk menulis sesuatu selain al-
Quran hal ini mengakibatkan kultur tulis menulis tidak berkembang seperti halnya kultur hafalan. 
Kedua; berkembangnya tradisi menghafal sedangkan peristiwa perkawinan bukan hal yang sulit 
untuk diingat, Ketiga; tradisi walimat al-‘usry merupakan saksi di samping saksi syar’i tentang 
suatu perkawinan, Keempat, ada kesan bahwa perkawinan yang berlangsung pada masa awal-awal 
islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda, sehingga alat bukti selain saksi belum 
diperlukan. Lihat Nuruddin, Amiur & Azhari A.T., Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 
2004) 120-121. 
20 Pembaruan hukum islam di Indonesia perlu dilakukan karena adanya beberapa faktor. Yang 
pertama, untuk memberikan aturan hukum karena terdapat beberapa persoalan-persoalan yang 
terhadap persoalan tersebut kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat 
terhadap persoalan itu sifatnya mendesak. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu 
pengetahun teknologi sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya terutama maslah-
masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang 
yang memberikan peluang bagi hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. 
Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid 
baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selengkapnya lihat Abdul Manan, Reformasi 






dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar terhadap orang 
yang melangsungkan perkawinan.  
M. Atho Muzhar berpendapat setidaknya ada tiga hal yang menjadi 
tujuan pembaruan hukum dalam masalah pencacatan perkawinan. Pertama, 
sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di 
tengah-tengah masyarakat. Kedua, untuk melindungi kesucian/kesakralan 
perkawinan yang secara khusus dapat mengangkat dan melindungi status 
perempuan dalam kehidupan rumah tangga kedepannya. Ketiga, untuk merespon 
perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap 
kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalah baru yang 
muncul.21 
Berangkat dari alasan-alasan yang disebutkan di atas. Maka di era 
modern seperti sekarang pencatatan perkawinan termasuk kebutuhan yang sangat 
mendesak dalam kehidupan masyarakat Indonesia walaupun ketentuan pencatatan 
perkawinan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum Islam. Oleh 
karena itu untuk memberikan justifikasi terhadap hukum melakukan pencatatan 
perkawinan maka harus dikaji menggunakan pendekatan teori maqāṣid al-
sharī’ah. 
Hal ini perlu dilakukan karena melihat banyaknya pertimbangan nilai 
positif yang dapat mengejahwantahkan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-sharī’ah) 
dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan yang meliputi pemeliharaan terhadap 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta dengan pertimbangan untuk 
 
21 Mudhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 






menghindarkan kehidupan antara suami isteri dari suatu keburukan atau kesulitan 
diantara keduanya. 
Untuk mengukur apakah kemaslahtan yang terkandung dalam pencatatan 
perkawinan sudah sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah atau belum setidaknya 
dapat dilihat dari kriteria-kriteria atau batasan maslahah yang menjadi ketetapan 
MUI sebagai berikut :22 
1. Maslahah menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari’ah 
(maqāṣid al-sharī’ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 
lima kebutuhan primer (al-daruriyat al-khams), yaitu agama, akal, jiwa, 
harta dan keturunan. 
 
2. Maslahah yang dibenarkan oleh syari’at adalah maslahah yang tidak 
berseberangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahah tidak boleh 
bertentangan dengan nash. 
 
3. Yang berhak menentukan maslahat atau tidaknya sesuatu menurut syara’ 
adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang syari’ah dan 
dilakukan melalui ijtihad jama’i. 
 
 Selain itu menurut Abdul Wahab Khalaf setidaknya ada tiga syarat yang 
harus ada ketika berhujjah mengunakan metode maslahah agar berhati-hati dan 
tidak terjebak oleh hawa nafsu, antara lain :23 
1. Harus berupa kemaslahatan haqīqi bukan kemaslahatan wahmi, 
maksudnya adalah pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-
benar bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan (bahaya). 
 
2. Harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. 
Maksudnya pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan 
manfaat bagi mayoritas umat manusia serta menolak kemudhorotan atau 
bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu 
atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. 
 
3. Harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan 
berdasarkan nas dan ijma’. 
 
22 Lihat Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria 
Maslahat. 







Sementara Wahbah al-Zuhaili mensyaratkan kemaslahatan yang dapat 
dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, antara lain sebagai berikut:24 
1. Maslahah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan 
syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyariatan sehingga tidak 
mengeleminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan 
dengan dalil-dalil yang qath’i yang terdapat dalam al-Quran maupun 
al-Hadis. 
 
2. Maslahah harus berupa maslahah yang sifatnya dapat diterima oleh 
akal/ rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak 
dapat dibenarkan penggunanaannya. Dengan kata lain sifat maslahah 
harus hakiki dan tidak boleh diduga-duga. 
 
3. Maslahah harus bersifat umum. Yakni kemaslahatannya menyangkut 
hajat hidup orang banyak, bukan maslahah yang hanya dapat 
dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Sehingga 
dengan syarat ini tentu tidak dapat diterima alasan yang menolak 
penggunaan teori maslahah al-mursalah karena dianggap hanya 
mengikuti hawa nafsu dengan dalih suatu kemaslahatan. 
 
Standarisasi berdasarkan kriteria dan batasan di atas menjadi penting 
karena apabila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat dihawatirkan akan timbul 
hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum islam itu sendiri. 
Jangan sampai hukum yang diputuskan nanti bukannya mewujudkan 
kemaslahatan bagi umat manusia malah menimbulkan kemafsadatan setelah 
hukum tersebut diterapkan. Karena pembentukan hukum yang didasarkan pada 
maslahah sangat rentan membuka pintu hawa nafsu bila dilakukan dengan 
sembarangan. 
Dari syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas, menurut analisis 
penulis semua manfaat pencatatan perkawinan sudah memenuhi syarat untuk 
 






dimasukan dalam manfaat maslahah, penjelasan rinci manfaat pencatatan 













1 Untuk Menjamin Terciptanya 
Ketertiban Perkawinan 
  ✓ ✓ ✓ 
2 Untuk Menjaga Hak-Hak 
Suami Isteri 
✓ ✓ ✓ 
3 Untuk Menjaga Hak-Hak 
Anak 
✓ ✓ ✓ 
4 Sebagai Bukti Otentik (Akta) ✓ ✓ ✓ 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada empat manfaat yang dapat 
dijadikan alasan berhujjah mengunakan maslahah dalam pencatatan perkawinan, 
yakni untuk menjamin terciptanya ketertiban perkawinan. menjaga hak-hak suami 
istri, menjaga hak-hak anak dan sebagai bukti otentik (akta) telah terjadinya 
sebuah proses perkawinan. 
Konkritnya dalam mengimplementasikan maqāṣid al-sharī’ah dalam 
bidang pencatatan perkawinan tentu tidak bisa lepas dari pandangan al-Shāṭibī 
sebagai bapak maqāṣid al-sharī’ah, dengan bertumpu kepada kemaslahatan 
hamba, baik kehidupan dunia terlebih kehidupan akhirat. al-Shāṭibī membagi 
maqāṣid al-sharī’ah menjadi tiga bagian, yaitu; Daruriyat,25 Hajiyat,26 dan 
 
25 Sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada didalam kehidupan manusia, demi menjaga ekosistem 
atau tatanan kehidupan yang baik. Kebutuhan Daruriyat adalah kebutuhan yang apabila tidak 
dipenuhi akan menghilangkan kehidupan dan kebaikan mukallaf baik didunia ataupun di akhirat.  
26 Kebetuhan manusia yang apabila tidak dipenuhi akan mengganggu terhadap eksistensi manusia 
dan merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Namun kebutuhan hajiyat tidak sampai pada 






Tahsiniyyat.27 Ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat dimulai dari yang paling 
dasar menuju prioritas, dari yang daruriyyat berangsur menuju tahsiniyyat.28 
Para ulama pendukung maqāṣid al-sharī’ah termasuk al-Shāṭibī sepakat 
bahwa setiap ketentuan syari’at apapun dan bagaimanapun bentuknya pasti 
mengandung maksud dan tujuan, yang semuanya bermuara pada terciptanya 
kemashlahatan manusia serta menghilangkan kemafsadatan yang mungkin 
ditimbulkan. Karena alasan inilah mengapa pendekatan maqāṣid al-sharī’ah 
menjadi keharusan untuk dijadikan sebagai metode dalam berijtihad untuk hal-hal 
yang secara eksplisit tidak dijelasakan dalam al-qur’an maupun hadist. 
Sejauh penelusuran penulis dalam beberapa literarur terdapat beberapa 
alasan bahwa dalam perkawinan yang tidak dicatatkan terdapat beberapa tujuan 
syariah yang dihilangkan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian diantaranya 
sebagai berikut :29 
1. Dalam kasus perkawinan tidak dicatatkan, perkawinan cenderung 
disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan 
diragukan. Padahal Islam mensyari’atkan suatu perkawinan haruslah 
diumumkan di halayak ramai, agar orang-orang mengetahui bahwa 
perkawinannya telah terjadi dan itu sah. 
2. Adanya perlindungan hak perempuan yang diabaikan, dalam perkawinan 
tidak dicatatkan, pihak perempuan banyak dirugikan hak-haknya, karena 
 
27Sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai hiasan dalam kehidupan. Abd al-Wahab al-
Khlaf, Ilm Ush al-Fiqh, (t.t.: Haromain, 1425), 199-200. 
28Arfan Mu’ammar, Studi Islam Perspektif Insider atau Outsider, 457. 
29 Muh Rofiq Nasihudin, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Syarat Sah Pernikahan Di Indonesia 
Perspektif Hukum Islam” sumber http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/pencatatan-






jikalau terjadi perceraian pihak perempuan tidak dapat menuntut apa-apa 
dari mantan suaminya sebab tidak dapat dibuktikan perkawinannya. 
3. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan lebih banyak madharatnya dari 
pada maslahatnya, misalnya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang 
tidak dicatatkanakan tidak terurus, sulit mendaftar di sekolah, sulit ketika 
mencari pekerjaan disebabkan orang tuanya yang tidak mempunyai surat 
nikah. Seandainya nanti ayahnya meninggal dunia atau bercerai, anak 
yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai 
kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya, 
4. Dalam kasus poligami, seorang laki-laki yang ingin menikah lagi dan tidak 
mendapatizin dari istri pertama, perkawinan yang selanjutnya kedua, ke 
tiga dan seterusnya biasanya dilakukan tanpa melakukan pencatatan 
perkawinan. sehingga istri pertama seringkali tidak mengetahui kalau 
suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain, rumah tangga 
seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu 
berbohong kepada istrinya yang pertama, sehingga perkawinan seperti ini 
tidak akan mendapat rahmat dari Allah. 
Berdasarkan alasan yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang tidak 
dicatatkan sebagaimana dijelaskan di atas. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 
dan tentu saja sejalan dengan tujuan maqāṣid al-sharī’ah serta mengandung 






Karena pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori kemaslahatan 
primer (daruriy) yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatanagama (hifz 
ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta 
(hifz al-mal). 
Dalam rangka memeliharaagama (hifz ad-din), Pencatatan perkawinan 
dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, karena tanpa 
adanya pencatatan perkawinan ajaran agama bisa dipraktekkan secara kacau dan 
sembarangan. Sudah diakui bahwa pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara 
langsung dalam al-Qur’an dan hadits, namun dengan adanya pencatatan 
perkawinan seseorang tidak dengan mudah mempermainkan pernikahanya yang 
termasuk juga ajaran agama yang memandang bahwa menikah merupakan 
sunatullah dan sunnah nabi. 
Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan cenderung tidak dapat 
dikontrol khususnya bagi laki-laki karena ia akan dengan mudahnya 
melangsungkan akad nikah lagi dengan perempuan lain tanpa mendapatkan 
persetujuan secara resmi dari istri pertama dan melalui proses persidangan. 
Perilaku semacam ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya sangat 
berpotensi mempunyai istri melebihi dari ketentuan agama, akhirnya ajaran 
kemaslahatan agama terganggu dengan perilaku orang semacan ini. 
Dalam rangka memelihara jiwa (hifz an-nafs), melalui proses perkawinan 
seorang laki-laki dan perempuan hidup saling membantu dan melengkapi, agar 
masing-masing dari mereka dapat mengembangkan kepribadiannya membantu 






tangganya bersama-sama.30 Keadaan tersebut tentu harus ditopang dan diperkuat 
oleh norma hukum yang berlaku. Selain itu Pencatatan perkawinan dapat 
melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa karena tanpa adanya pencatatan 
kondisi psikologis istri dan terlebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut 
merasa tidak nyaman dan tidak tenang karena akan timbul isu miring tentang asal 
usul anak tersebut. 
Dalam rangka memeliharaakal (hifz al-‘aql). Pencatatan perkawinan juga 
diharapkan dapat melindungi dan memelihara akal. Karena tanpa dilakukan 
pencatatan perkawinan akan timbul perasaan tidak nyaman bahkan hilangnya rasa 
percaya diri disebabkan karena pokok masalahnya bahwa orang tuanya tidak 
memiliki buku nikah, maka anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Dengan 
kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa malu dan hilangnya rasa 
percaya diri, anak pun mulai menghindar untuk bergaul dan akhirnya lebih 
memilih untuk mengurung diri di rumah. Kondisi psikologis seperti ini sangat 
berpengaruh pada akal yang akhirnya membuat anak tidak dapat berpikir dengan 
baikdan tidak dapat mengembangkan alam pikirannya dengan maksimal. 
Melaui pemeliharaan terhadap keturunan (hifz an-nasl), pencatatan 
perkawinan merupakan salah satu sarana untuk melindungi keturunan dalam 
perkawinan. Pencatatan perkawinan dirasa perlu untuk memberi kepastian hukum 
terhadap kedudukan nasab.31 Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan 
kedudukan anak menjadi terancam dalam beberapa hal tertentu, seperti hilangnya 
hak nafkah dan waris. Jika ini terjadi, tentu berseberangan dengan ajaran Islam 
 
30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kecana 2009), 25. 






yang memandang bahwa kemurnian nasab sangatlah penting, karena hukum Islam 
sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun 
kewarisan dengan berbagai derivasinya.32 
Dan melalui pemeliharaan terhadap harta (hifz al-mal), dalam kasus 
seorang istri yang dicerai atau ditinggal oleh suami, maka berhak atas segala harta 
yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Pentingnya harta adalah untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari demi keberlangsungan hidup. Karena harta 
merupakan hak yang harus diperoleh istri sepeninggal suami baik karena cerai 
hidup ataupun cerai mati. Maka untuk mendapatkan itu semua, harus dibuktikan 
status perkawinannya. 
Hal ini seperti yang digambarkan dalam tabel fungsi pencatatan 








1 Sebagai sarana untuk melindungi 
dan memelihara kemaslahatan 
agama, karena tanpa adanya 
pencatatan perkawinan. 
Pernikahan yang merupakan 
ajaran agama bisa dipraktekkan 










2 Sebagai sarana untuk melindungi 
hak-hak suami isteri agar saling 
(hifz an-nafs),  
Perlindngan 
 
32 Diantara derivasi dari hak kewarisan meliputi hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah 







melengkapi satu sama lain 
sehingga dapat tercipta ikatan 
pernikahan yang benar-benar 
mîthaqan ghalîzân 
terhadap jiwa Primer/pokok 
3 Sebagai sarana untuk menjaga 
kondisi psokologis istri dan anak 
sehingga dapat berpikir dengan 
baik dan dapat mengembangkan 




4 Sebagai sarana untuk memberi 
kepastian hukum terhadap 






5 Sebagai sarana untuk memberi 
kepastian hukum terhadap hak 






Sementara itu Jamaluddin Athiyyah sebagai salah satu ulama 
kontemporer memberikan klasifikasi khusus bagi konsep maqāṣid al-sharī’ah 
sebagaimana yang telah berkembang sebelumnya. Ia melakukan metamorfosa 
konsep maqāṣid al-sharī’ah yang terkenal dengan lima maqāṣid dharuriyah nya 
yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. Maqāṣid al-
sharī’ah tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih 
besar. 
Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung konsep 






dimulai dari pembentukan peradaban rumah tangga hingga berbentuk koloni yang 
lebih besar yang sering disebut sebagai negara. Pembagian tersebut meliputi 
jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, 
dan jaminan lingkup kemanusiaan.33 
Pembagian tersebut sangat berpengaruh pada skala prioritas realisasi 
progam Negara Kesejahteraan Islami yang menginginkan kemaslahatan umum. 
Konsep itu dilandasi pemahaman bahwa tiga prinsip dasar maqāṣid al-sharī’ah 
tidak bisa terpenuhi hanya dengan kekuatan individu melainkan dengan bantuan 
keterikatan negara.34 
Perlindungan jaminan dalam lingkup keluarga menurut Jamaluddin 
Athiyyah meliputi: 
1. Pengaturan Hubungan Antar Individu, 
2. Perlindungan Keturunan (Ras), 
3. Kenyamanan, 
4. Perlindungan Keturuanan, 
5. Pendidikan Keagamaan, 
6. Penguatan Hubungan Antar Anggota Keluarga, 
 
33 Reformasi klasifikasi Maqashid Syariah tersebut menurut Jamaluddin Athiyyah dapat dibagi 
menjadi beberapa hal berikut: 1) Ranah Individu yang meliputi: (a) Perlindungan Jiwa Personal, 
(b) Perlindungan Akal, (c) Perlindungan Menjalankan Agama, (d) Perlindungan Kehormatan, (e) 
Perlindungan Harta Individu. 2) Ranah Keluarga meliputi: (a) Pengaturan Hubungan Antar 
Individu, (b) Perlindungan Keturunan (Ras), (c) Kenyamanan, (d) Perlindungan Keturuanan, (e) 
Pendidikan Keagamaan, (f) Penguatan Hubungan Antar Anggota Keluarga, (g) Perlindungan 
Keuangan Keluarga. 3) Ranah Masyarakat meliputi: (a) Penguatan Hubungan Kemasyarakatan, (b) 
Keamanan, (c) Keadilan Sosial, (d) Pendidikan Agama dan Akhlak, (e) Tolong-
menolong/Asuransi, (f) Penyebaran Ilmu, (g) Keadilan Harta Publik. 4) Ranah Kemanusiaan 
meliputi: (a) Upaya Saling Mengenal dan Mengetahui, (b) Penetapan Pemimpin (Khalifah), (c) 
Kedamaian Internasional, (d) Pemenuhan Hak-Hak Manusia, (e) Penyebaran Dakwah Islamiyah. 
Selengkapnya baca Jamaluddin Athiyyah, Nahwa Taf`iil Maqashid Al-Syari`ah, (Damaskus: Daar 
Al-Fikr, 1423 H) 
34 Baca selengkapnya Syamsuri & Dadang Irsyamuddin, Negara Kesejahteraan dan Maqashid 






7. Perlindungan Keuangan Keluarga. 
Negara dalam hal ini harus mencanangkan kebijakan untuk kepala 
keluarga sebagai penanggung jawab utama agama anggota keluarganya dengan 
mengajari anak dan istrinya mengenai agama. Selanjutnya, negara wajib 
memberlakukan peraturan mengenai hubungan, hak, dan kewajiban antar suami 
istri, orangtua anak, tetangga, kerabat, dan lainnya. Pemerintah dengan segala 
kekuasaannya selayaknya mengatur ketentuan mahar, pemberian berbagai macam 
nafkah, warisan, wakaf keluarga, denda, dan peraturan lain yang berkenaan 
dengan harta yang kesemuanya tersebut bisa diwujudkan dengan terlebih dahulu 
membentuk regulasi (peraturan) mengenai kewajiban melakukan pencatatan 
perkawinan yang lebih bersifat mengikat. 
Mencermati fungsi atau hikmah pencatatan perkawinan tersebut di atas, 
maka pencatatan perkawinan sudah sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī’ah 
dan mengandung kemaslahahatan yang menempati peringkat dorury (pimer). 
Untuk itu maka pencatatan perkawinan layak menjadi salah satu syarat sahnya 
perkawinan, pencatatan perkawinan bisa diintegralkan sebagai saksi, yaitu saksi 
dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi tertulis (akta) yang pada 
gilirannya menjadi bukti otentik sebuah proses perkawinan. 
Diktum fikih sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan membuka 
ruang perubahan hukum berdasarkan perubahan maslahah. Dengan melihat fakta-






perkawinan di era sekarang. Keabsahan (rukun-rukun) suatu pernikahan yang 
dalam hal ini masuk dalam ranah fikih juga dapat berubah.35 
Keberadaan akta perkawinan merupakan syarat wajib yang ditetapkan 
oleh negara. Sehingga apabila proses akad nikah dilakukan dengan mengabaikan 
ketetuan pencatatan perkawinan, maka akad nikah tersebut tidak dapat 
dilanjutkan, sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat yang ditentukan, dan 
tergolong akad nikah yang batil atau fasakh.36 
 
35 Sebagai sebuah disiplin ilmu, fiqh juga mesti berubah seiring dengan perubahan zaman. 
Perubahannya merupakan bentuk respon fiqh terhadap realitas yang terus berkembang. Walaupun 
fikih dapat berubah, hal ini tidak kemudian terus begitu saja. Melainkan jika telah memenuhi 
prasyarat yang urut-urutannya sebagai berikut : Fakta-fakta, menuju konsep, menuju ‘illat hukum 
dan lalu diktum hukum Islam (fiqh). Jika semua berubah, maka konsep, ‘illat hukum dan diktum 
fiqh juga berubah. Selengkapnya lihat M. Noor Harisudin Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon 
Perubahan Sosial (Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.50), 102. 
36 Ketentuan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Ali Harawi guru besar Fikih dan Ushul 
Fikih di Universitas Amirah, Yordania. Menurutnya, fungsi kesaksian dalam pernikahan di era 
kenabian sesungguhnya menguatkan keabsahan pernikahan (tautsiq wa itsbat). Namun mekanisme 
tautsiq wa itsbat seharusnya dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi sosial 
dan zaman. Di zaman sekarang, sangat dibutuhkan pembaharuan fikih pernikahan dimana 
pencatatan seharusnya disejajarkan dengan syarat persaksian. Pencatatan resmi oleh Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) bukan hanya sekadar syarat administratif, tetapi memiliki dampak hukum 
bagi keabsahan. Konsekuensinya, pernikahan yang tidak dicatatkan hukumnya adalah tidak sah 
karena tidak sesuai dengan prosedur fikih nikah baru (fiqh al-nikah al-jadid), sekaligus hukumnya 
haram. Baca lebih lanjut Irwan Masduqi. Nikah sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga 







Berdasarkan analisis dan hasil penelitiaan dari beberapa pembahasan 
terdahulu, maka penulisakan memberikan kesimpulan beberapa hal sebagai 
jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut 
1. Dari beberapa ketentuan tentangpencatatan perkawinan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, nampaknya ada 
beberapa hal yang kiranya perlu ditinjau ulang. Diantaranya keberadaan 
Undang-Undang tentang perkawinan dalam mengatur status hukum 
melakukan pencatatan perkawinan nampak tidaklah tegas. Peraturan 
perundang-undangan mengenaai pencatatan perkawinan juga masih 
bersifat fakultatif (tidak imperatif) serta belum ditemukannya sanksi 
yang tegas yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku 
perkawinan yang tidak dicatatkan. Akibatnya pencatatan perkawinan 
masih sering diabaikan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu 
pemerintah dalam hal ini harus menjalankan tugasnya dalam rangka 
mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan bagi rakyatnya untuk segera 
mengupayakan aturan (regulasi) baru yang lebih maslahah. Regulasi ini 
dapat berupa hukum pidana semacam ta’zir agar dapat memberikan 




2. Tujuan pencatatan perkawinan adalah dalam rangka mewujudkan 
ketertiban perkawinan yang tentu saja sejalan dengan tujuan maqāṣid 
al-sharī’ah serta mengandung aspek maslahah yang besar. Karena 
pencatatan perkawinan masuk dalam kategori kemaslahatan yang 
bersifat primer (darurī), yaitu dapat melindungi dan memelihara 
kemaslahatanagama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-
‘aql), keturunan (hifz an-nasl), danharta (hifz al-mal). Oleh karen itu 
maka keberadaan pencatatan perkawinan layak jika dijadikan sebagai 
salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan 
bisa di kategorikan sebagai saksi. Saksi yang dimaksudkan dalam hal 
ini dapat dipahami dalam dua bentuk, yakni saksi hidup dan saksi 
tertulis berupa akta perkawinan yang nantinya dapat menjadi bukti 
otentik sebuah proses perkawinan. Akta perkawinan merupakan suatu 
hal yang harus ada dalam proses perkawinan karena merupakan syarat 
wajib yang telah ditetapkan oleh negara. Sehingga apabila terjadi 
proses perkawina ntanpa dilakukan pencatatan perkawinan, maka 
akadnya tersebut tidak dapat dilanjutkan dan tergolong akad 
perkawinan yang batil/fasakh sebab tidak terpenuhinya salah satu 








Apa yang sudah penulis telitii mengenai Ketentuan Pencatatan 
Perkawinann dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (perspektif 
maqāṣid al-sharī’ah) telah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi tentu 
masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis memiliki 
beberapa saran diantaranya: 
1. Masalah yang penulis teliti mengenai ketentuan Pencatatan Perkawinan 
dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam perspektif 
maqāṣid al-sharī’ah hanyalah sekelumit atau sedikit bagian dari masalah 
hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu ada penelitian 
lanjutan terhadap masalah-masalah lainnya yang belum disinggung untuk 
kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 
2. Dalam rangka menciptakan ketertiban hukum yang terkait pencatatan 
perkawinan, maka pemerintah sebagai penentu kebijakan perlu kiranya 
mengkaji kembali peraturan-peraturan mengenai pencatatan perkawinan 
yang seolah-olah tidak tegas dalam penerapan sanksi bagi yang 
melanggarnya. Karena jika tidak disertai sanksi yang tegas dan 
menjerakan bagi para pelaku yang tidak melakukan pencatatan 
perkawinan. Ketertiban adminitrasi perkawinan berupa pencatatan 
perkawinan semacam ini akan sulit terwujud. Padahal dilihat dari 
perspektif maqāṣid al-sharī’ah diketahui bahwa hukum pencatatan 
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